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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan KUA Gunung
Anyar Surabaya Tentang Pendafataran Perkawinan Tanpa Dokumen Akta
Kelahiran” skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode
penelitian lapangan, untuk menjawab permasalahan bagaimana pertimbangan
Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa
dokumen akta kelahiran dan bagaimana analisis Yuridis terhadap pertimbangan
Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa
dokumen akta kelahiran.

Skripsi ini tergolong dalam penelitian kualitatif, Karena penulis
mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan
dokumentasi kepada kepala KUA serta staf Operator SIMKAH web di wilayah
KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Data yang diperoleh setelah itu
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil pada penelitian tersebut menunjukan yaitu: Pertama, pihak KUA
Kecamatan Gunung Anyar memberikan pertimbangan kepada calon pengantin
yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan dokumen berupa akta
kelahiran adalah karena tidak ingin mempersulit calon pengantin yang hendak
melakukan pernikahan. Pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar juga berpendapat
bahwa akta kelahiran merupakan dokumen pelengkap saja dan dapat digantikan
dengan dokumen lainya seperti Kartu Keluarga, [jazah dan berkas N1, N2 dan N4.
Kedua, Kehendak pendaftaran perkawinan terdapat peraturan yang harus
terpenuhi salah satunya adalah akta kelahiran seperti yang terdapat pada Pasal 4
ayat 1 huruf (b) PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Jika
salah satu persyaratan dalam Pasal 4 tersebut tidak terpenuhi maka seharusnya
kehendak nikah tersebut sesuai dengan pasal 7 adalah tertolak. Tetapi pihak KUA
Gunung Anyar Surabaya memiliki alasan bahwa akta kelahiran merupakan
dokumen penunjang saja dan apabila tidak ada maka dapat digantikan dengan
dokumen yang lainya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diambil kesimpulan: Pertama pihak KUA
Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya seharusnya menyarankan untuk calon
pengantin agar mengusahakan melengkapi berkas administratif sebelum
melangsungkan pernikahan sebelum memutuskan untuk menerima kehendak
pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran, Kedua pihak KUA
Gunung Anyar seharusnya lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku
yaitu PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan terutama pada
pasal 4 tentang syarat administrasi perkawinan dan pasal 7 tentang penolakan
perkawinan apabila kehendak nikah tidak memenuhi dokumen adnimistrasi
terutama dalam akta kelahiran.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan jalan yang memiliki
tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan merupakan sunnatullah
yang umum terjadi pada mahluk ciptaan Allah khususnya manusia.’
Perkawinan dengan tujuan membina rumah tangga itu juga penting sekali
karena membina rumah tangga juga secara otomatis membangun bangsa
dan memberikan sumbangan sumber daya manusia dalam skala kecil.
Lewat sumber daya manusia dalam skala kecil tersebut diharapkan akan

tumbuh negara yang kokoh dan kuat serta suci.?

Secara etimologis perkawinan dipandang dalam bahasa Arab
memiliki pengertian nikah atau zawaj. Kedua bahasa ini yang digunakan
dalam kehidupan setiap hari oleh orang Arab dan banyak dipakai pada Al-
Qur’an dan Hadits Nabi.> Perkawinan juga merupakan sebuah penyatuan
antara dua hati yang saling melengkapi dan mencintai satu sama lain dan
saling mencurahkan rasa kasih sayang.* Perkawinan antara pihak laki-laki
dengan pihak perempuan yang disertai dengan kalimat-kalimat khusus atau
yang disebut akad juga merupakan sebuah proses menghalalkan bagi kedua

belah pihak, maka ketika akad nikah telah diucapkan otomatis

! Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.
2 Huda Sabil, Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam (Surabaya: AL-IKLAS 1994), 9.
3 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Moderen (Y ogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

4 Muhaimin Abdul As’ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan (Surabaya: Bintang Terang 99,

1993), 10.



pasangan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang mengikat.> Sebagai
manusia hidup berpasangan, hidup bersama dan berjodoh merupakan naluri
normal yang dimiliki mahluk ciptaan Allah. karena hal tersebut sesuai

dengan firman Allah SWT QS. Al-Dzariyat ayat 49, yakni sebagai berikut:®

© ., o7 /°/

36 1SI Giag Wil 5o S0 5

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang firman Allah yang
menyatakan bahwa mahluknya memang diciptakan berpasang-pasangan
terutama manusia. Dalam penciptaan mahluknya yang berpasang-
pasangan tersebut juga memiliki makna supaya para mahluk-mahluknya
dapat berkembang biak, menciptakan keturunan dan melangsungkan siklus

hidup manusia.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala, telah berfirman dalam surat an-

Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:’

L;gif&gj“"wdi}j \jw‘uuﬁ@d.ﬂ\ 58 2 UL ©
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinyalah Allah menciptakan
istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kau saling meminta satu sama lain, dan

5 Syarifie LM, Membina Cinta Menuju Perkawinan (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 9.

® Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 21

" Departemen Agama RI, “Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia” (Kudus: Menara
Kudus, 2002), 77.



(peliharalah) hubungan silaturahim. sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.”

Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sebagai tuhan semesta alam
menciptakan manusia dengan bentuk dan rupa yang sempurna. Dengan
rupa dan bentuk yang sempurna tersebut manusia di wajibkan untuk
bertawakal kepadanya. Mengikuti tuntunanya dengan melakukan ibadah
pernikahan agar dapat berkembang biak dan menciptakan keturunan untuk
kelangsungan siklus kehidupan manusia. Akan tetapi, manusia juga
diwajibkan untuk menjaga martabat dan kehormatanya agar tidak hanya
mengedepankan hawa nafsunya sebagai mahluk hidup berupa memenuhi
hasrat seksualnya saja. Juga di perlukan aturan-aturan dalam agama Islam
sehingga terciptalah keluarga yang tentram, penuh cinta kasih sayang dan

harapan.

Ikatan perkawinan ini merupakan bentuk langkah yang tepat
dalam penyaluran kebutuhan biologis manusia juga merupakan wadah
untuk memberikan rasa aman dalam sebuah ikatan yang di ridhoi oleh
Allah swt. Sehingga perempuan sebagai pihak yang cenderung lemah
dapat terlindungi juga hak-haknya akan terpenuhi setelah perkawinan

tersebut terlaksana dan resmi secara agama maupun negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan mendefinisikan “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin
antara pihak laki-laki sebagai seorang suami dan pihak wanita sebagai

seorang istri yang memiliki tujuan membina keluarga yang harmonis,



terciptanya juga rumah tangga yang bahagia dan abadi sesuai dengan

keyakinan ketuhanan bagi kepercayaan masing-masing”.®

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pembahasanan
tentang perkawinan termuat berkenaan dengan hal tersebut memiliki
makna: perkawinan memiliki tujuan menciptakan kehidupan sepasang
manusia damai sentosa terutama dalam membangun rumah tangga.
Harapan terciptanya kehidupan pasangan manusia tersebut tercipta sebuah

keluarga sakinah, mawaddah dan rahma.’

Agama Islam memang tidak mengatur mengenai kewajiban
pasangan suami istri dalam mencatatkan pernikahanya. Karena hal
tersebut tidak mempengaruhi suatu keabsahan pernikahan apabila ditinjau
dalam segi agama. Tapi apabila dilihat dari hukum positif seperti yang
tertera dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.!® Dalam aturan tersebut
sangat jelas bahwa setiap perkawinan yang terjadi dalam ruang lingkup
negara Indonesia memang harus dicatatkan pada kantor urusan agama di
Kecamatan masing-masing khusus bagi mereka yang beragama Islam.
Dalam proses pencatatan perkawinan yang dilakukan pada Kantor Urusan
Agama tentu membutuhkan syarat-syarat terutama berkas administratif

yang lengkap agar pernikahan tersebut bisa dicatat.

8 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
? Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Permata Press, 2003), 2.
10 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Melihat pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatan Pernikahan atau
disebut PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengatur
tentang persyaratan administratif pencatatan pernikahan salah satunya
adalah akta kelahiran.!! Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika
calon pengantin ingin melakukan kehendak nikah maka harus melengkapi
berkas administratif salah satunya adalah akta kelahiran. Apabila salah
satu berkas administratif yang diatur dalam pasal 4 PMA No 20 tahun
2019 Tentang pencatatan Pernikahan tersebut tidak terpenuhi maka
kehendak nikah tidak dapat dilaksanakan. Perihal tersebut diatur dalam
pasal 7 apabila berkas administratif perkawinan tidak terpenuhi maka
secara otomatis pernikahan tidak bisa terlaksana karena dalam melakukan
proses pencatatan pasangan calon pengantin pihak Kantor Urusan Agama
atau disebut KUA membutuhkan data administratif yang lengkap. Menurut
salah satu pegawai Kantor Urusan Agama yang menjabat dibidang
Administrasi bernama Ibu Laily Rozani Aminah kelengkapan data atau
yang biasa di sebut dengan berkas administratif ini juga saling berkaitan
satu dengan yang lainya. karena itu dibutuhkan kelengkapan berkas agar
dalam proses pencatatan perkawinan tidak ditemukan perbedaan antara

berkas satu dengan berkas lainnya.!'?

Ketika berkas administratif pernikahan tersebut tidak lengkap

lalu dipaksa untuk tetap dicatatkan maka akan memunculkan

' PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
12 Laily Rozania Amaniah, Wawancara, Surabaya, 1 September 2020.



permasalahan baru di hari yang akan datang terutama mengenai
administrasi kependudukan. Karena data calon pengantin yang telah
dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama dalam hal ini disebut KUA akan
menjadi arsip negara yang bersifat permanen sehingga saling berkaitan
antara data calon pengantin dan data lain terutama yang bersifat dokumen
negara. Pernikahan yang terjadi ketika berkas belum lengkap juga
memimbulkan pertanyaan. Karena nama pada salah satu calon pengantin
baik itu laki-laki maupun perempuan bisa jadi tidak sesuai. Menurut salah
satu pegawai Kantor Urusan Agama yakni Ibu Aminah Sasmita Rahayu
yang menjabat dibidang Administrasi mengatakan berkas atau dokumen
akta kelahiran bisa menyangkut dengan usia calon pengantin. Tentu ketika
melihat usia calon pengantin akan kesusahan karena usia manusia tidak
bisa hanya dilihat dari kartu tanda penduduk saja namun diperlukan juga
dokumen penunjang berupa akta kelahiran. Dari akta kelahiran ini bisa
disamakan dengan dokumen penunjang lainya misalnya berupa kartu tanda
penduduk. Apabila tidak ditemukan akta kelahiran pada calon pengantin
maka yang akan melangsungkan pernikahan akan menjadi problem pada
pencatatan pernikahan. Ketika terjadi kesalahan dalam pencatatan
perkawinan akibat tidak adanya akta kelahiran terutama dalam masalah
usia karena dulu kurang lengkapnya dokumen pada saat pengumpulan
berkas perkawinan tentu masalah tersebut akan berkaitan dengan arsip

negara juga dokumen yang berkaitan dengan calon pengantin.'®

13 Aminah Sasmita Rahayau (Kantor Urusan Agama Kecamata Gunung Anyar Kota Surabaya).



Pada KUA Kecamatan Gunung Anyar terdapat pencatatan
pernikahan tanpa kelengkapan administratif, pencatatan pernikahan
tersebut tanpa dilengkapi dengan akta kelahiran. Terkadang calon
pengantin dari pihak mempelai laki-laki yang berasal dari luar Kota
Surabaya tidak memiliki akta kelahiran maupun surat keterangan kelahiran
yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat.'* Rata-rata mereka
yang tidak memiliki akta kelahiran akibat orang tua mereka melakukan
pernikahan tanpa melalui prosedur pencatatan di Kantor Urusan Agama.
Hal tersebut tentu ketika anak lahir dari orang tua yang melakukan
pernikahan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau bisa disebut
nikah secara Sirri menjadikan kesulitan dan masalah tersendiri ketika anak

tersebut ingin mendapatkan akta kelahiran.

Faktor pendidikan yang terbilang rendah serta kesadaran
masyarakat terutama di daerah-daerah luar kota Metropolitan menjadi
faktor utama tidak memiliki akta kelahiran. Orang tua juga memberikan
peranan yang penting dalam hal ini karena akibat dari pernikahan mereka
dahulu tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga anak
mereka yang tentunya dilahirkan setelahnya susah mendapatkan akta
kelahiran. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran
serta absahnya data dalam penulisan pada akta kelahiran menjadikan
permasalahan tersendiri pada saat dokumen tersebut dibutuhkan.

Mekanisme dan tata cara yang mereka anggap susah membuat masyarakat

Wawancara, Surabaya, 1 September 2020.
14 Data diperoleh dari Data Dokumen KUA, Laporan Data Pendaftaran Buku Nikah.



yang ingin memiliki akta kelahiran atau hanya sekedar menganti kesalahan
pada tulisan akta kelahiran menjadi alasan tersendiri bagi para calon
pengantin. Padahal akta kelahiran yang digunakan untuk prosedur
pencatatan pernikahan memainkan peranan yang penting agar data yang
diperoleh oleh pihak Kantor Urusan Agama selanjutnya dapat di input
menjadi dokumen negara sangat berpengaruh bagi kelangsungan dokumen

kependudukan calon pengantin. >

Dari sini pencatatan pasangan calon pengantin tanpa
kelengkapan administratif perkawinan terjadi, kurangnya kesadaran
masyarakat sebagai warga negara yang taat akan peraturan yang berlaku
mulai di abaikan. Sedangkan apabila melakukan penolakan terhadap
pasangan calon pengantin yang sudah siap menikah juga terkesan
mempersulit mereka terutama dalam masalah administratif. Mereka tidak
sadar dampak kedepan yang mereka hadapi karena mengabaikan hal
tersebut berupa pendaftaran pernikahan tanpa kelengkapan dokumen akta
kelahiran sehingga perkawinan mereka yang tercatat dan masuk kedalam

dokumen negara bersifat permanen serta susah untuk di ubah.

Terlebih lagi apabila rencana pernikahan bagi kalangan
masyarakat yang mampu dalam melakukan hubungan biologis serta hidup
berkecukupan sehingga mampu memelihara diri sendiri juga keluarganya

dalam hal ini masalah finansial maka dalam pengertian tersebut hukumnya

15 Slamet Riyadi, Wawancara, Surabaya, 3 September 2020



adalah wajib serta harus di segerakan.'® Agar tidak timbul fitnah serta
permasalahan yang dapat menimbulkan mudarat yang dapat merugikan

diri sendiri serta lingkungan sekitar.

Berdasarkan analisa yang dilakukan tersebut, bagaimana
pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya
sebagai wilayah yang masih menerima pendaftaran pernikahan serta tetap
melangsungkan pernikahkan pada pasangan calon pengantin dan tetap
melakukan pencatan pernikahan padahal tanpa kelengkapan berkas
administratif pernikahan terutama kekurangan dalam akta kelahiran.!?
Sehingga dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan menjadi sebuah
judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Gunung

Anyar Surabaya Tentang Pendaftaran Perkawinan Tanpa Dokumen Akta

Kelahiran”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang terdapat dalam ruang
lingkup tersebut, maka dijelaskan beberapa identifikasi masalah di

antaranya sebagai berikut:

1. Implementasi pada pasal 4 tentang kehendak pendaftaran nikah
dilaksanakan dengan cara tertulis lalu mengisi formulir serta

melampirkan berkas administratif berupa akta kelahiran dalam

16 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: KENCANA 2014), 45.
17 Sesuai dengan observasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Gunung Anyar
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Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Pernikahan.

. Alasan pasal 4 tentang kehendak pendaftaran nikah wajib
menyerahkan kelengkapan administratif berupa akta kelahiran sebelum
berlangsunya akad nikah dicatatkan dalam Peraturan Menteri Agama
nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada tempat

KUA Kecamatan berlangsunya pernikahan.

. Manfaat pasal 4 tentang kehendak pendaftaran pernikahan di haruskan
melengkapi berkas administratif perkawinan berupa dokumen akta
kelahiran sebelum akad nikah berlangsung dalam Peraturan Menteri
Agama nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di

tempat KUA Kecamatan wilayah terjadinya perkawinan.

Penerapan pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah tanpa
kelengkapan berkas administrasi pernikahan berupa dokumen akta
kelahiran di tempat wilayah KUA Kecamatan berlangsungnya

pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019.

. Alasan pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah tanpa kelengkapan
berkas administratif perkawinan pada wilayah berlangsunya akad
nikah di tempat KUA Kecamatan dalam Peraturan Menteri Agama

Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Manfaat adanya pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah tanpa

dilengkapi berkas administratif perkawinan sebelum terjadinya
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perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019
tentang Pendaftaran Perkawinan di Tempat KUA Kecamatan

Berlangsungnya Pencatatan Perkawinan.

Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang
pendaftaran kehendak nikah tanpa kelengkapan administrasi

perkawinan di tempat terjadinya peristiwa akad nikah dilaksananakan.

Analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Kecamatan
Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran kehendak nikah tanpa
kelengkapan dokumen akta kelahiran di wilayah tempat terjadinya

akad nikah.

Agar penelitian yang ditulis ini memiliki tujuan yang jelas serta

tidak melebar sehingga menimbulkan perdebatan maka permasalahan yang

peneliti tulis ini perlu untuk dibatasi hanya pada komponen-komponen

berikut:

1.

Pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya tentang

pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.

Analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar

Surabaya pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.

Kurang lengkapnya berkas administratif dalam pendaftaran kehendak
nikah terutama dalam ‘“akta kelahiran” seharusnya membuat

pendaftaran kehendak nikah menjadi tertunda atau tertolak. Sedangkan
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KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dalam hal ini
memberikan peranan yang penting ketika pendaftaran kehendak nikah
diterima, termasuk dalam pencatatanya. Padahal menurut Hukum
positif yang berlaku perihal tersebut seharusnya tertolak dan
melengkapi berkas administratif dulu sebelum melangsungkan akad

nikah.

C. Rumusan Masalah

Pada bagian rumusan masalah tersebut telah muncul di atas
maka bisa mengambil kesimpulan sesuai dengan latar belakang
permasalahan yang akan diteliti. Tentu alur serta mekanisme penelitian
masih berkaitan seperti pada penjabaran di atas.!® Untuk memudahkan
menemukan jawaban dalam rumusan masalah dari latar belakang masalah

tersebut maka penting untuk dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya

tentang pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.

2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA
Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa

dokumen akta kelahiran.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan ringkas yang berisi kajian

terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai

18 Wiratna Sujarweni, Medotologi Penelitian (Y ogyakarta: Puataka Barupress, 2014), 54.
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problematika yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.
Sehingga dapat memperlihatkan jejak penelitian juga sebagai bukti bahwa
tidak ditemukan duplikasi juga penelitian yang diulang dari kajian yang

pernah diteliti sebelumnya.'”

Penelitian seputar tentang pertimbangan pendaftaran kehendak
nikah serta pencatatan pernikahan sebelumnya telah banyak di teliti
khususnya di kalangan mahasiswa sebelum penelitian ini dimulai. Pada
penelusuran yang peneliti cari terdapat beberapa penelitian yang memiliki
kesamaan maupun perbedaan seputar topik-topik pembahasan mengenai
pencatatan pernikahan. Berikut ini terdapat tiga penelitian yang memiliki
objek formal atau material yang mirip dengan penelitian ini beserta
penjelasan mengenai judul penelitian juga final pembahasannya dari sudut

pandang penelitian yang ditulis oleh peneliti lain yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, yakni Rizky Maulidah Khasanah dengan NIM
C91215079 dengan judul penelitian ‘“Analisis Yuridis Terhadap
Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Rungkut Tentang Pendaftaran
Kehendak Perkawinan Di Luar Wilayah Tempat Terjadinya Peristiwa
Akad Dilaksanakan” dalam penelitian tersebut memaparkan tentang
pertimbangan kepala KUA Kecamatan Rungkut Surabaya terkait

dengan kehendak pendaftran pernikahan di luar tempat wilayah

19 Fakultas Syariah TAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas
Syari’ah, 2014) 8.
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naungan tempat terlaksanakanya pernikahan serta penulis perpedoman
pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Pencatatan Pernikahan Tentang Kehendak Pendaftaran Pernikahan.?°

Persamaan antara penelian tersebut adalah tentang
pengerucutan kajian yaitu pada penelitian sebelumnya mengkaji
tentang bagaimana pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan
dalam mempertimbangakan terjadinya pendaftaran maupun pada saat
pencatatan perkawinan serta Pada penelitian tersebut sama-sama
memfokuskan penelitian pada pendapat Kepala KUA yang memiliki
wewenang melakukan penerimaan pencatatan serta menerima

pendaftaran berkas administrasi perkawinan.

Mengenai perbedaan antara penelitian tersebut dengan
penelitian penulis yakni Pada kajian pertimbangan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Rungkut melaksanakan kehendak kehendak nikah
meskipun di luar ruang lingkup wilayah naungan terjadinya pernikahan
dilaksanakan serta mengenai masalah berkas administrasi berupa
dokumen pada penelitian sebelumnya adalah lengkap dan tidak ada
kekurangan. Sedangkan yang penulis teliti di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang tetap melangsungkan
pencatatan  pernikahan meskipun tanpa kelengkapan berkas

administratif pendaftaran perkawinan berupa akta kelahiran.

20 Rizky Maulidah Khasanah, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan
Rungkut Tentang Pendaftaran Kehendak Perkawinan Di Luar Wilayah Tempat Terjadinya
Peristiwa Akad Dilaksanakan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
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2. Karya skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang bernama Ahmad Yusron
dengan NIM 06310055 sebagai judul penelitian “Prosedur Pencatatan
Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 j.o Peraturan
Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan
Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)” Dalam penelitian
tersebut menjelaskan tentang bagaimana pencatatan pernikahan yang
terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon
dengan pengaplikasian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Tentang Pencatatan Pernikahan.?!

Persamaan dengan penelitian yang di tulis tersebut Tentang
pembahasan mengenai seputar pencatan pernikahan yang dilakukan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered kabupaten Cirebon
yang memiliki wewenang mencatatkan pernikahan di tempat
berlangsungnya akad terjadi serta pembahasan tentang syarat
kelengkapan dokumen administrasi perkawinan ketika hendak
melaksanakan perkawinan. karena tanpa kelengkapan dokumen
administrasi pendaftaran kehendak nikah seharusnya pernikahan tidak

bisa dicatatkan dan berupa wewenang Kantor Urusan Agama dalam

2lAhmad, Yusron “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
j.o Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan
Plered Kabupaten Cirebon” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,
Cirebon, 2011).
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memiliki tugas mencatatkan perkawinan pada calon pengantin sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Letak perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian
penulis yakni berupa pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang
mencatatkan perkawinan tanpa kelengkapan berkas dokumen
administrasi serta penerimaan pendaftaran kehendak nikah oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

tentang kelengkapan dokumen akta kelahiran.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang yang bernama Imam Baehaqi dengan NIM
112111025 sebagai judul penelitian “Analisis Terhadap Kebijakan
KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat
Administrasi Perkawinan” Dalam penelitian tersebut peneliti
menjelaskan terkait dengan tidak dicantumkan nya kelengkapan berkas
administratif dalam pencatatan perkawinan berupa Kartu Tanda
Penduduk atau disebut KTP, Akta Kelahiran, dan Surat edaran tentang
masa idah dalam pencatatan perkawinan serta pertimbangan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dalam melangsungkan

pernikahan tanpa kelengkapan berkas di Daerah Kendal.??

22 Imam, Baehaki, “Analisis Terhadap Kebijakan KUA Kaliwungu Kendal Tentang Tidak
Terpenuhinya Syarat Administrasi Perkawinan” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, Semarang, 2015).
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Letak persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis
adalah Pembahasan tentang pertimbangan Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kaliwungu Kendal terkait dengan kelengkapan
berkas administratif pada saat pendaftaran kehendak nikah dan
kelengkapan dalam berkas administratif dalam kehendak pendaftaran
nikah di tempat pelaksaaan Kantor Urusan Agama yang bersangkutan
sedangkan dalam perbedaan skripsi yang ditulis oleh peneliti yakni
tentang pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama dalam menyikapi
pendaftaran nikah tanpa kelengkapan dokumen perkawinan. Jika pada
penelitian sebelumnya mempertimbangkan pendafatran kehendak
nikah karena takut ada protes berupa demonstran karena dianggap
mempersulit perkawinan maka pada penelitian ini adalah karena tidak
ingin mempersuit pendaftaran kehendak nikah hanya karena tidak
memiliki akta kelahiran hingga pencacatanya yang masih bisa
berpatokan pada dokumen penunjang lainya serta pada penelitian yang
ditulis oleh peneliti sebelumya belum juga belum diterbitkan PMA No
20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan sehingga masih
menggunakan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
Sehingga belum ada larangan penolakan apabila dalam kehendak
pendaftaran pernikahan tidak melengkapi dokumen akta kelahiran.
Sehingga setelah diterbitkan Pasal 7 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Perkawinan dijelaskan ketika berkas administrasi kehendak

pendaftaran nikah tidak lengkap maka otomatis akan tertolak dan
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Penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dari analisis yang
dipakai dengan mengunakan kitab fikih sehingga ditemukan
bagaimana keabsahan pernikahan yang dilakukan apabila tanpa berkas
administrasi  perkawinan sedangkan penulis yang sekarang
menganalisis dengan tinjauan Yuridis yakni berupa peraturan Undang-
undang yang masih berlaku agar didapatkan kesimpulan tentang
maksud dan tujuan pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama dalam

hal ini yang bersangkutan.

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin
Makasar yang bernama Irma Nur dengan NIM 10100114158 sebagai
judul penelitian “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem
Penggelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng
Kabupaten Bone” Dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait
dengan bagaimana peranan yang diambil oleh kepala, Penghulu serta
staf KUA tentang bagaimana sistem serta prosedur administrasi yang

terdapat pada wilayah KUA Kecamatan Libureng kabupaten Bone.?

Letak persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis
adalah pada penelitian tersebut sama-sama membahas tentang peranan
serta prosedur yang diambil oleh pihak kepala, penghulu serta staf
KUA dalam menjalankan prosedur alur pelayanan pendaftaran

kehendak nikah di wilayah KUA Kecamatan Libureng kabupaten Bone

2 Irma Nur “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Penggelolaan Administrasi Pernikahan
di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar,

2018).
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serta penelitian tersebut juga membahas bagaimana peranan semua
pihak termasuk Penghulu dan staf KUA dalam memberikan pelayanan
di wilayah tempat terjadinya pernikahan dan kendala yang terdapat
pada KUA Kecamatan Libureng kabupaten Bone dalam pencatatan
administrasi perkawinan adalah gangguan jaringan sehingga perlu
dilakukan pembaharuan dengan memperbarui perangkat sehingga tidak

bersifat manual.

Letak dalam perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh peneliti
yakni pemberian pelayan yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan
Libureng kabupaten Bone benar-benar memberikan pelayanan sesuai
dengan prosedur sedangkan pada KUA Kecamatan Gunung Anyar
Kota Surabaya kurang sesuai prosedur serta penelitian sebelumnya
pihak Kepala KUA Kecamatan Libureng kabupaten bone pada saat
pengambilan keputusan lebih mengutamakan sesuai dengan prosedur
serta undang-undang yang berlaku dan skripsi yang penulis teliti
mengenai bagaimana pertimbangan yang diambil oleh KUA
Kecamatan Gunung Anyar tentang pendaftaran perkawinan tanpa
kelengkapan dokumen akta kelahiran sedangkan pada penelitian
sebelumnya hanya meneliti tentang peranan yang diambil oleh pihak

KUA Kecamatan Libureng kabupaten Bone.

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan yang bernama Muhammad Rizki Dermawan

dengan NIM 0104161007 sebagai judul penelitian “Pengelolaan
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Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar
Kabupaten Simalungun” Dalam penelitian tersebut menjelaskan
tentang pengeloaan administrasi tentang perkawinan yang meliputi
penerimaan data calon pengantin, pemeriksaan serta pelaksaan
pencatatan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Siantar kabupaten

Bone.*

Letak persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis
adalah Penulisan pada karya sebelumnya membahas tentang
administrasi serta alur pelayanan sebelum pencatatan dilakukan oleh
Pihak Pencatat Perkawinan (PPN) serta penelitian sebelumnya juga
membahas tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh Kepala,
penhulu serta pegawai KUA Kecamatan Siantar kabupaten Bone

dalam proses pencatatan perkawinan.

Letak pada perbedaan skripsi yang ditulis oleh peneliti yakni
skripsi yang ditulis oleh penulis sebelumnya hanya sebatas membahas
tentang penggelolaan administrasi akan tetapi penelitian yang ditulis
saat ini membahas tentang kekurangan dalam pendaftaran kehendak
nikah serta penelitian sebelumnya dalam pokok permasalahanya
adalah tentang kurangnya kinerja pada pegawai KUA meliputi Kepala,
Penghulu serta staf karena terdapat gangguan jaringan dan kurangnya

sarana serta prasaraa yang mendukung sedangkan pada penelitian yang

24 Muhammad Rizki Dermawan, “Pengelolaan Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, 2020).
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penulis teliti yaitu mengenai tentang pertimbangan yang diambil oleh
pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang pernikahan tanpa

kelengkapan dokumen akta kelahiran.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengamatan rumusan masalah di atas, maka tujuan

terciptanya dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pertimbangan Kepala KUA Gunung Anyar Surabaya

tentang pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran.

2. Mengetahui analisis Yuridis terhadap pertimbangan Kepala KUA
Gunung Anyar Surabaya tentang pendaftaran perkawinan tanpa

dokumen akta kelahiran

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian terdapat banyak manfaat karena penulisan
memerlukan kajian secara tuntas serta mendasar akan dapat berguna
terutama untuk kalangan akademisi dan non akademisi. Untuk kegunaan
pada hasil penelitian terbagi menjadi 2 (dua) jenis klarifikasi di antaranya

adalah ditinjau dalam aspek teoritis dan aspek praktis.?’
1. Aspek teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi landasan ilmu

pengetahuan dan wawasan serta memberikan manfaat intelektual bagi

25 Wiratna Sujarweni, Medotologi Penelitian ..., 56.
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peminat ilmu tentang seputar kewenangan pencatatan perkawinan

dalam ruang lingkup Kantor Urusan Agama.
2. Aspek praktis

Hasil penelitian yang tercipta dari pemikiran ini mampu
menjadi wawasan dari segi keilmuan di kehidupan masyarakat sehari-
hari. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat
mengetahui tentang kehendak pendaftaran nikah wajib melengkapi
berkas administratif sebelum dicatatkan pernikahan nya di Kantor
Urusan Agama sehingga tidak menimbulkan masalah pada waktu yang
akan datang. Serta untuk pembaca agar lebih mematuhi peraturan yang
berlaku yakni Pasal 4Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan Tentang Pendaftaran Kehendak
Nikah. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari
terutama mengenai dokumen yang berkaitan dengan pencatatan

pernikahan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi gambaran deskripsi yang berkaitan
dengan definisi yang bersifat operasional dalam konsep atau variabel
penelitian agar dapat dijadikan untuk pandangan dalam menjelajahi,

mengukur serta menguji variabel penelitian tersebut.?®

% Tim Penyusun Fakultas Ayariah Dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya; UINSA Press, 2014), 9.
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Dari judul skripsi tersebut yang dibuat penulis, “Analisis Yuridis
Terhadap Pertimbangan KUA Gunung Anyar Surabaya Tentang
Pendaftaran Perkawinan Tanpa Dokumen Akta Kelahiran”, dalam
menperjelas pembahasan maupun menghindari kesalahtafsiran hingga
menyebabkan kesalahpahaman maka penulis akan mengkerucutkan

definisi secara rinci sebagai berikut:

1. Analisis yuridis merupakan usaha yang dilakukan agar menemukan
serta menguraikan komponen-komponen yang berasal pada suatu
masalah selanjutnya dikaji lebih lanjut guna menemukan keterkaitan
dengan Hukum maupun Undang-undang yang berlaku. Sehingga dapat
digunakan sebagai alat analisis untuk mengatasi permasalahan yang
sedang dikaji.”” Dalam penulisan penelitian ini digunakan peraturan

PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

2. Pertimbangan merupakan pemilihan hal baik atau buruk. Di dalam
kasus ini yang diadikan pertimbangan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama yang bertempat di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya
adalah mengenai pernikahan tanpa kelengkapan administrasi

perkawinan berupa akta kelahiran.

3. Pendaftaran merupakan proses atau cara untuk melakukan atau
mengikuti sesuatu. Di dalam hal ini yang dimaksudkan dengan

pendaftaran adalah pendaftaran perkawinan.

27 Johan Nasution Bahder, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 83.
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H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas yang
terfokus pada penjelasan tentang suatu masalah tertentu, maka metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memakai jenis

pendekatan kualitatif.?®

Selanjutnya, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
agar menghasilkan kajian yang valid, maka perlu dipaparkan metode

penelitian yang akan di pakai dalam kajian tersebut, yaitu:

1. Data yang dikumpulan

Pada penelitian kualitatif metode pengumpulan data berupa
deskriptif bisa berupa dokumen pribadi, responden dan dokumen yang
menyangkut pihak-pihak yang bersangkutan serta berkaitan dengan
lapangan. Sesuai dengan rumusan masalah serta latar belakang yang
diangkat, maka data yang perlu diambil untuk menjawab pertanyaan

rumusan malasah tersebut adalah meliputi berikut:

a. Penjelasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung
Anyar terkait dengan pertimbangan pendaftaran nikah sekaligus
pencatatan perkawinan tanpa kelengkapan berkas administrasi
dokumen akta kelahiran dalam Peraturan Menteri Agama Nomor

20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

28 Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116.
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b. Pemahaman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung
Anyar terkait dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun

2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
2. Sumber Data

Dalam penggunaan sumber data, penulis pada penelitian ini

memakai beberapa jenis sumber diantara sebagai berikut:
a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan pengumpulan sumber data
penelitian yang didapat langsung atau data yang bersifat penting
serta lengkap menyangkut sejumlah informasi terkait dengan
kebutuhan penelitian.’’ Dalam pengumpulan data ini adalah hasil
dari wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gunung Anyar yakni Bapak Slamet Riyadi memiliki jabatan

sebagai Kepala sekaligus penghulu.
b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah merupakan proses pengumpulan
data informan yang dilakukan secara tidak langsung, dalam hal
tersebut adalah berupa data yang diambil dari bahan pustaka,

misalnya catatan harian, peraturan-peraturan, buku-buku hukum

2 Bambang Saunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.
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dan lainya.’® Dalam hal tersebut merupakan data yang diperoleh
dari catatan dan tulisan yang di dapat dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya yakni Ibu Laily Rozania

Aminah serta serta Ibu Aminah Sasmita Rahayu
3. Tehnik pengumpulan data

Setelah data yang di inginkan dalam penelitian tersebut
terpenuhi, maka penulis melakukan pengumpulaan yang di perlukan
data agar dapat menemukan data yang sesuai dengan topik penelitian.’!
Maka dalam hal ini tehnik yang diperlukan dalam pengumpulan data
yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal tersebut hal yang

dilakukan oleh penulis agar diperoleh data yang sesuai maka

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.
a. Wawancara

Wawancara Merupakan suatu proses penelitian dengan
tujuan mengumpulkan informasi tentang keterangan kehidupan
manusia di lingkungan kehidupan masyarakat tersebut agar

diperoleh data tentang catatan kehidupan informan.?

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui
kegiatan wawancara dengan instrument Tanya jawab kepada

bagian Operator Simkah Web yakni Ibu Faiqotun Niswati yang

30 Irfan Tamwifi, Metode Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 219.
31 Masruhan, Metodologi Penelitian (Surabaya; UINSA Press, 2014), 197.
32 Husnaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.
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memiliki tugas utama memegang data dan mencetak buku nikah
calon pengantin serta Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dengan

media Voice Recorder.
b. Dokumentasi

Dalam tehnik pengumpulan data dengan metode
dokumentasi merupakan kegiatan pengambilan foto dari data-data
yang sudah terkumpul®* Dalam hal ini menulis melakukan
dokumentasi terhadap berkas pendaftaran calon pengantin yang
tidak memiliki berkas dokumen berupa akta kelahiran. pada saat di
tempat kejadian peneliti melihat secara langsung pada saat
prosedur pendaftaran kehendak nikah tanpa kelengkapan berkas

dokumen akta kelahiran pada salah satu calon pengantin.
4. Tehnik pengolahan data

Setelah data yang di inginkan dalam penelitian telah berhasil
terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dalam tehnik
tahapan pengolahan data dibutuhkan proses pengolahan data dengan

tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Editing

33 Adi Rianto, Medotologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 118.
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Tehnik editing merupakan proses pengkoreksian data
yang telah terkumpul, dengan tujuan memilih data yang dianggap
terdapat kesalahan-kesalahan serta ketidak sesuaian pada saat
pengecekan dilapangan yang sifatnya mengkoreksi.>* Dalam hal ini
peneliti memeriksa kembali tentang semua data yang diperoleh dari
hasil wawancara kepada pihak pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Anyar terkait dengan Pasal 4 dan pasal 7 PMA

Nomor 20 Tahun 2019.
Organizing

Tehnik organizing adalah sistematika menyusun data
yang diperoleh berupa bukti-bukti dalam susunan rangka uraian
yang dirumuskan dan gambaran secara jelas sekaligus menyusun
data-data secara sistematis. > Dalam hal ini penulis mencari data
serta mencocokan lalu mendapat gambaran umum terhapan
penerapan pasal 4 dan pasal 7 PMA No 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota

Surabaya.

c. Analizing

Tehnik analizing bertujuan memecahkan masalah dalam

penelitian serta memiliki manfaat dalam mencapai tujuan ahir

34 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal, 2013), 253.
35 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

132.
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penulisan.®® Dalam pengertianya tehnik analizing merupakan
tehnik pengumpulan data lalu data yang terkumpul dijabarkan
dengan mengunakan bahasa yang penulis gunakan di atas,
sehingga mendapatkan kesimpulan tulisan mengenai analisis
Yuridis terhadap pertimbangan pendaftaran pernikahan serta
pencatatan perkawinan tanpa kelengkapan berkas admisitrasi
berupa dokumen akta kelahiran oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
5. Tehnik analisa data

Setelah didapatkan data yang sesuai dengan penulis teliti, lalu
tahapan yang harus ditempuh adalah analisis data yang di dapatkan.’’
Kemudian data yang didapatkan lalu dilakukan analisis dengan
menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh bersifat verbal
maka disebut kualitatif dan data yang menggambarkan secara fakta
dan sistematis serta karakteristik objek yang di amati secara cermat
disebut deskriptif.*® Dalam hal ini merupakan suatu pertimbangan
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota
Surabaya yang mencatatkan pernikahan tanpa kelengkapan berkas
dokumen berupa akta kelahiran dalam perkawinan di lingkungan

tempat terjadinya akad nikah.

36 P. Joko Sabagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2004), 105.

37 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya; UINSA Press, 2014), 9.

38 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, Universitas Indonesia Ul-Press,
2010), 21.
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Dalam hal ini penelitian penulis menggunakan pola pikir
induktif karena pada metode berfikir menggunakan cara berfikir
dengan mengganalisis data yang diambil lewat wawancara serta
dokumentasi dan terdapat kaitanya dengan unsur-unsur kesamaan
untuk di dapatkanya kesimpulan secara khusus, yaitu menjelaskan
tentang pertimbangan dan tinjauan hukum positif terhadap pencatatan
pernikahan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya serta penerapan Pasal 4 dan
Pasal 7 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, lalu

diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran umum yang
ditulis dalam bentuk essay bertujuan untuk memudahkan pembahasan
mengenai masalah-masalah dalam penulisan skripsi.>* Dalam pembahasan
skripsi ini nantinya dari masing-masing sub bab yang terdiri dari lima bab,
dimana sub bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dari
kesatuan penyusunan integritas tersebut melahirkan sub-sub bab
pengertian dari skripsi. Diantara sistematika pembahasan skripsi tersebut

memiliki cakupan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan bab
mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,

3 Tim Penyususun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya; UINSA Press, 2014), 8.
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metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam pembahasan pada
materi ini merupakan pengantar materi untuk mengantarkan penelitian
menuju bab selanjutnya. Tanpa keberadaan bab ini maka penelitian ini

tidak bisa dilanjutkan ke bab setelahnya.

Bab kedua adalah penulis melakukan pembahasan mengenai
tentang gambaran umum tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-
Undangan Hukum Keluarga Indonesia yang membahas tentang seputar
pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di indonesia
serta syarat administrasi perkawinan yang membahas tentang bagaimana
syarat administrasi yang harus ada karena hal tersebut dibutuhkan
terutama akta kelahiran dan lembaga administrasi pencatat perkawinan
dalam ini memiliki peranan sebagai pegawai pencatat perkawinan di

indonesia.

Bab ketiga berisi tentang profil Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya serta tatacara dalam pendaftaran
kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar dan
pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar
tentang pertimbangan pendaftaran pernikahan tanpa kelengkapan berkas

dokumen akta kelahiran.

Bab Keempat berisi tentang penjelasan terhadap pertimbangan
Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya terkait

kelengkapan berkas administrasi perkawinan di tempat terjadinya
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pernikahan. Di dalamnya memuat isi tentang analisis yuridis terdadap
pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang pencatatan
pernikahan tanpa kelengkapan berkas dokumen akta kelahiran di tempat

terjadinya pelaksaan akad nikah.

Bab kelima merupakan kesimpulan ahir serta penutup yang
berkaitan dengan saran atau rekomendasi dalam penelitian lapangan dan
hasil ahir data penelitian, yang diperoleh oleh penulis selama melakukan
penelitian. Semoga kedepanya bisa di jadikan sebagai rujukan dan

bermanfaat bagi semua.



BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

HUKUM KELUARGA INDONESIA

A. Pencatatan Perkawinan dan Tujuan Pencatatan Perkawinan

1.

Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatatan perkawinan adalah perilaku administratif yang
memiliki makna mengenai peristiwa perkawinan tersebut memang
terlaksana dan nyata dalam pasangan pengantin. Pencatatan
perkawinan dilaksanakan dengan tujuan mencatatkan pernikahan
kedua calon pengantin yang dilakukan oleh lembaga berwenang serta
ditandai dengan penerbitan buku nikah dan akta nikah untuk kedua

calon mempelai.’

Pihak yang memiliki wewenang dalam mencatatkan
perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang
kedudukanya berada pada ruang lingkup desa atau kelurahan serta
Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) yang berkedudukan pada ruang
lingkup Kecamatan dan termasuk ke dalam struktur Kantor Urusan
Agama (KUA).? Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan Negara
Indonesia memiliki setidaknya ada 2 (Dua) Instansi yang memiliki
tugas sebagai pencatat perkawinan. Diantara ke dua lembaga tersebut

yakni adalah sebagai berikut:

! Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya (Surabaya:
UINSA Press, 2014), 28.

2 Rahman A Bakri dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-undang
Perkawinan dan Hukum Perdata B/W (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), 38.

33
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a. Kantor Urusan Agama atau disebut (KUA) yang bertempat di
ruang lingkup Kecamatan memiliki wewenang mencatatkan

perkawinan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.'

b. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) bagi mereka yang menikah

namun selain pemeluk agama Islam atau non muslim.?

Tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak
mencatatkan  perkawinannya. Dalam rumor yang berkembang
dimasyarakat perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan istilah
pernikahan sirri yang dalam kejadiannya merupakan pernikahan yang
tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan
Sipil (Burgerlijk Stand) dan hal tersebut merupakan sebuah
kesengajaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai
alasan. biasanya pada perkawinan tersebut baik secara rukun maupun
syarat terpenuhi dan sesuai dengan aturan yang terdapat pada agama

Islam.?

Menurut hemat penulis, pencatatan perkawinan merupakan
suatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk melakukan
pencatatan pada perkawinan agar mendapat bukti serta pengaKUAn

dari negara apabila pasangan suami istri tersebut sudah melangsungkan

! Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1.

2 Ibid., Pasal 2 Ayat 2.

3 Ita Mussarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia..., 29.

34
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pernikahan. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) yang terdapat di setiap Kecamatan suatu daerah.

2. Pengertian Pencatatan Perkawinan Menurut Agama Islam

Pencatatan perkawinan dalam agama Islam sebenarnya
menurut syari’at tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pencatatan
perkawinan ketika selesai melakukan akad nikah, karena pencatatan
perkawinan tersebut ditetapkan berdasarkan ijtihad, sebab memang
dalam al-Quran maupun hadits tidak terdapat aturan tegas yang
mengatur hal tersebut, akan tetapi jika dilihat dari segi kemanfaatannya
pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib dilakukan pada saat
selesai melakukan akad nikah.* Pencatatan perkawinan juga bisa
digunakan sebagai alat bukti yang bersifat autentik karena dapat
menjamin kepastian hukum pada seseorang, karena dilihat dari
manfaat tersebut maka hal tersebut sesuai dengan prinsip yang terdapat

dalam surat al-Baqarah ayat 282:

viwuﬁf‘;ifu J}\L;\JJQF\JQ\;H,_A\JJJ\L@H,
o s e Kbl ws K u\wlfu: by Uiy e
HEENERA T o (=A% - P

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskanya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskanya
dengan benar. janganlah penulis enggan menuliskanya sebagaimana
Allah mengajarkanya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah
orang yang berhutang ia mengimlakan (apa yang di tulis) ...”.

4 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam
Serta Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 6.
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“... Dan janganlah kamu jemu menuliskan hutangmu itu, baik kecil
maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian
lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat menguatkan persaksian agar
tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah Muamalahmu itu), kecuali
Muamalah itu perdagangan yang tunai, maka tidak ada dosa bagi
kamu (jika), kamu tidak menulisnya”.>

Dalam ayat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perintah
untuk mencatatkan secara tertulis pada transaksi dalam bentuk
muamalah mulai dari sewa menyewa, hutang piutang dengan alat
bukti yang jelas agar didapatkan kejelasan dalam transaksi serta
memiliki kekuatan status hukum yang mengikat dan diharapkan
terhindar dari pada keraguan masing-masing pihak. Dalam
pembahasan ayat tersebut terdapat makna illa>t, yakni terdapat
persamaan yang kuat diantara pernikahan dengan muamalah yaitu
dalam hal akad. Jadi dalam hal tersebut makna menuliskan atau
mencatatkan pernikahan setelah akad nikah sama wajibnya dengan

proses bertransaksi pada muamalah.®

Tujuan Pencatatan Perkawinan
Pencatatan perkawinan tujuan utamanya adalah menjamin
terpenuhinya hak serta kewajiban pasangan pengantin, selain agar

terjamin tegaknya hak kewajiban suami istri pencatatan perkawinan

3 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah (Surabaya: Karya Agung, 2002), 77.
¢ Mubarok Jaih, Modernisasi Hukum Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.
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juga bertujuan untuk ketertiban administrasi dalam dokumen catatan
negara yang didalamnya menjamin hak pasangan pengantin.
Pencatatan perkawinan juga merupakan upaya negara yang bersifat
preventif untuk mengkoordinasikan masyarakat dalam tatanan
ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan manusia, sebab dalam
perjalanan perkawinan tidak pernah luput dari permasalahan serta
sering menimbulkan berbagai ketidakteraturan dan pertikaian pada
pasangan pengantin. Dari sana negara hadir dalam mekanismen
pencatatan perkawinan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat

sehingga terciptalah ketertiban serta keteraturan.”

Pada perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 16 Tahun
2019 J.o Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” maka negara tidak bisa memberikan
perlindungan kepada warga negaranya. Melakukan praktik perkawinan
namun tidak mencatatkanya walaupun hal tersebut sudah sesuai
dengan ajaran Islam sama saja perbuatan tersebut termasuk dalam
tindakan melakukan pelanggaran hukum. Padahal dalam hal ini
Indonesia sendiri adalah merupakan negara hukum dan diterbitkan
Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan

aturan yang mengatur tentang seputar perkawinan, baik itu sah-

7 Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18.
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tidaknya perkawinan, pencatatan perkawinan maupun ketentuan usia
dalam perkawinan, ketika aturan tersebut tercipta lalu disahkan, maka
otomatis seluruh masyarakat harus taat dan patuh pada peraturan

tersebut tanpa terkecuali.®

Pencatatan perkawinan apabila tidak dilaksanakan maka
ketika dilihat dari aspek politis dan sosiologis hal tersebut akan

menimbulkan dampak seperti yang ada di bawah ini:’

a. Terdapat istilah sekularisme yang berpandangan bahwasanya
agama harus dipisahkan dari kehidupan bernegara dalam
masyarakat, melalui pendapat tersebut masyarakat Indonesia
terutama yang beragama Islam tidak dipandang sebagai masyarakat
yang patuh terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara

khususnya dalam Hukum.

b. Unsur pencatatan perkawinan tidak dipedulikan karena masyarakat
hanya percaya pada keyakinan beragama, sedangkan dalam agama
Islam pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya
pernikahan dan akan banyak ditemukan perkawinan di bawah

tangan.

c. Ketika terjadi masalah mengenai pelanggaran hak dan kewajiban

dalam perkawinan, maka terjadinya peluang dalam perpisahan

8 Ibid., 45.

*Muchsin, “Hasil sosialisasi makalah pada rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan
Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia”. Makalah pada 7 Agustus
2008.
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perkawinan akan semakin besar serta dengan sesuka hati tanpa
memperdulikan pihak yang dirugikan. Dalam hal ini biasanya
pihak yang sering tertindas serta dirugikan adalah perempuan serta

anak-anak.

Melihat kemanfaatan dalam sosio-kemasyarakatan yang ada
di negara Indonesia, maka dianggap perlu dilaksakan tahapan-tahapan
agar pecatatan perkawinan di Indonesia tersebut berjalan optimal serta
pencatatan perkawinan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk
menertibkan administrasi dalam kependudukan masyarakat.!® Dalam
hal ini, esensi dari kebijakan pemerintah dalam bidang pencatatan
perkawinan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
berbentuk dokumen resmi berupa akta yang menjelaskan bahwa telah

terjadi pernikahan pada pasangan tersebut.

Sedangkan apabila dilihat dari segi manfaat dalam pencatatan

perkawinan yakni sebagai berikut:!!

a. Memberikan kemanfaatan pada pasangan pengantin berupa hak-
hak yang didapatkan pasca perkawinan seperti nafkah yang
diberikan oleh suami kepada istri, tempat tinggal, hak memperoleh

warisan bagi ahli waris, hak yang diperoleh anak berupa nasab dari

19 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 56.
' Mustofa Lutfi dan Mulyadi Lutfi, Nikah Sirri (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), cet.ke 1,

158.
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ayahnya serta hak untuk bersenang-senang “Istima™ dengan

pasanganya.

. Adanya pencatatan perkawinan dapat menyelesaikan masalah
persengketaan diantara kedua pasangan suami-istri ketika salah
satu pihak mengingkari pernikahan yang telah terjadi diantara
mereka bedua mungkin ketika terjadinya pernikahan terdapat saksi
namun sudah meninggal sehingga menimbulkan permasalahan
diantara pasangan suami istri. adanya pencatatan perkawinan akan

mengurangi permasalahan tersebut.

Dalam proses pencatatan perkawinan sebelum pernikahan tersebut
dicatatkan maka akan ada yang namanya proses rapak terlebih
dahulu, fungsi dari rapak itu sendiri adalah untuk mengetahui
sekaligus melihat apakah calon pasanganya tersebut masih
mahramnya atau tidak. Dengan demikian maka akan didapatkan

perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara.

Menghilangkan pandangan buruk pada masyarakat, ketika
pasangan suami istri sedang berkumpul dalam satu rumah ketika
terjadi tuduhan yang tidak baik misalnya kumpul kebo. Maka akta
nikah yang dikeluarkan melalui pencatatan pernikahan sehingga

akan membantu menghilangkan prasangka tersebut.
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e. Pencatatan perkawinan berupa akta nikah atau buku nikah akan
bertahan lebih lama dan menjadi salah satu bukti otentik ketika

saksi pada saat pernikahan telah tidak ada atau meninggal dunia.

f. Akta nikah juga dapat berfungsi sebagai alat bukti pembelaan di
pengadilan apabila terdapat seseorang yang mengaku telah
menikahi yang bersangkutan dan seseorang tersebut telah
mendatangkan saksi palsu sedangkan saksi dari pihak yang
bersangkutan telah meninggal dunia maka akad nikah menjadi

pelindung dari peristiwa tersebut.

Maka dalam beberapa paparan tersebut penulis dapat
menyimpulkan tentang manfaat pencatatan perkawinan yaitu sebagai

berikut;

a. Terjamin ketertiban dalam kehidupan masyarakat

b. Terciptanya kepastian Hukum

c. Menjadi pelindung bagi pihak yang sering dirugikan terutama dalam

hal ini adalah perempuan dan anak-anak

d. Mempunyai alat bukti otentik.

B. Landasan Yuridis Pencatatan perkawinan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan mengatur tentang ketentuan pencatatan perkawinan.
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Menurut Undang-undang ini menyatakan bahwa “perkawinan
merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang
wanita untuk membentuk rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal tersebut terdapat
pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Menurut pasal 2 ayat 1 perkawinan dilaksanakan menurut
hukum atau aturan yang terdapat pada masing-masing agama
pemeluknya, sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 dalam Undang-undang
tersebut menjelaskan bahwa perkawinan atau peristiwa penting
perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan aturan Undang-undang
yang berlaku. sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 2 “tiap-tiap perkawinan

dicatan menurut perundang-undangan yang berlaku”.!?

Menurut Agama Islam proses perkawinan harus dihadiri
saksi, wali serta pegawai Kantor Urusan Agama yang bertugas
mencatat perkawinan sebelum dilangsungkanya akad nikah. Wali
dalam hal ini berfungsi sebagai orang yang menikahkan atau bisa
diwakilkan oleh pegawai pencatat nikah dengan izin wali nikah.
Setelah proses akad nikah telah selesai, maka pasangan pengantin
menandatangani buku nikah yang diberikan oleh pegawai Kantor

Urusan Agama lalu disaksikan pula oleh para saksi yang hadir pada

12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia..., 170.
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saat proses akad nikah dan disaksikan juga oleh pegawai pencatatan

nikah."?

Terdapat sebuah daftar besar yang berisi tentang identitas
kedua mempelai, wali nikah, saksi nikah dan orang tua kedua calon
mempelai dalam hal ini disebut sebagai Akta Perkawinan, terdapat
juga di dalamnya berkas yang digunakan saat hendak menikah seperti
surat ijin dispensasi menikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, surat
izin dispensasi umur, izin poligami, izin panglima TNI atau menteri
HANKAM bagi anggota TNI ~ serta KAPOLRI bagi mereka yang
melangsungkan perkawinan akan diberikan buku yang diambil dari

kutipan akta nikah dan buku tersebut adalah Buku Nikah.'*

Dalam penafsiran Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang menentukan ‘Perkawinan...
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki makna sebagai

yakni sebagai berikut:

a. Dalam Negara Republik Indonesia pelaksanaan mengenai
berlakunya “Hukum Perkawinan” tidak boleh bertentangan dengan
kaidah-kaidah dalam hal urusan beragama, terutama dalam Islam
atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah

agama Nasrani, Hindu, Budha serta Kong Hu Cu. Hal ini

13 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonsia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 210.

14 Abdul Manan, Anekah Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012),
16.
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disebabkan karena setiap agama memiliki aturan pernikahan yang
berbeda-beda dan tidak sama. Jadi bagaimanapun jalannya hal

tersebut tidak boleh bertentangan.

b. Negara Indonesia dalam hal ini juga wajib menjalankan serta
memfasilitasi dalam berbagai elemen agama yang ada di Indonesia
seperti menjalankan Hukum Perkawinan bagi agama Islam,
Nasrani, Hindu, Budha, atau Kong Hu Cu supaya mereka merasa

aman dan terlindungi dalam tatanan negara.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
memang bersifat universal bagi seluruh warga masyarakat yang hidup
di Indonesia. Meskipun demikian akan tetapi sebenarnya Undang-
undang perkawinan bersifat deferensial karena dalam Undang-undang
perkawinan menegaskan bahwa perkara perkawinan, pada akhirnya

disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing.

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau kegiatan pendataan
administrasi perkawinan yang memiliki tujuan untuk terciptanya
ketertiban pada masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,

Talak, dan Rujuk untuk melaksanakan proses pencatatan perkawinan
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pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bagi mereka

yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan.'®

Bagi mereka yang beragama selain Islam maka proses
pencatatan perkawinan dilakukan pada kantor catatan sipil setempat.
Dalam hal tersebut diatur dalam pasal 3 hingga pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang di dalamnya adalah sebagai

berikut:

a. Kehendak pemberitahuan yang dilakukan oleh para pihak calon
pengantin kepada pihak pencatat pernikahan bahwa terdapat
kehendak kawin di tempat terjadi kelangsungan perkawinan terjadi,
sebelum peristiwa perkawinan tersebut dilangsungkan setidak-
tidaknya terdapat pemberitahuan sebelumnya yakni 10 hari kerja,
namun dapat mengajukan dispensasi hari ke tempat instansi terkait
apabila terdapat suatu kepentingan seperti tugas negara dan segala
sesuatu yang bersifat penting agar tidak menunggu terlalu lama.
Dalam pemberitahuanya dapat diwakilkan oleh orang tua atau wali
yang bersangkutan baik melalui lisan maupun secara tertulis. Pada
pemberitahuan tersebut berisi tentang alamat kedua calon
mempelai, kepercayaan atau agama, usia calon pengantin serta

nama kedua calon pengantin.

15 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat... , 217,
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b. Setelah syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan terpenuhi
maka akan diteliti agar diketahui apakah perkawinan yang hendak
dilaksanakan tersebut antara kedua calon pengantin tidak terdapat
halangan untuk menikah sehingga pihak Pegawai Pencatat Nikah
dapat melakukan pencatatan. Dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pegawai pencatat pernikahan
memiliki hak dan kewenangan untuk meneliti kembali hal-hal yang
menyangkut data calon pengantin sebagaimana bunyi pasal

tersebut yakni:'¢

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, jika
tidak ada maka dapat dipergunakan surat keterangan yang
menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh
kepala desa atau lurah.

b. Keterangan mengenai nama, umur, agama atau kepercayaan,
pekerjaan, tempat kediaman caalon mempelai.

c. lIzin pengadilan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami
yang masih mempunyai istri.

d. Izin pengadilan, dalam hal seorang calon mempelai atau keduanya
belum mencapai usia nikah.

e. Surat kematian istri dan suami yang terdahulu.

f. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh mneteri HANKAM
apabila calon mempelai keduanya anggota abri.

g. Jika semua ketentuan tentang pemberitahuan kehendak nikah telah
dilakukan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak terjadi suatu
halangan maka pegawai pencatat nikah dapat melaksanakan
perkawinan dan mencatatkanya di kantor urusan agama Kecamatan.

3. Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan

mengenai pengertian perkawinan adalah pernikahan, yang disebutkan

16 Ibid..., 218.
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pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam akad memiliki makna yang kuat
untuk mentaati perintah Allah guna menjalankan ibadah berupa
Perkawinan, sedangkan tujuan utama perkawinan adalah sesuai dengan
pasal 3 KHI vyaitu terciptanya keluarga Sakinah, mawaddah, dan

rahmabh serta kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memiliki terjemahan tentang
sah atau tidaknya perkawinan, Karena pada dasarnya perkawinan
dalam pandangan KHI adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum
Islam serta perkawinan yang diataur sesuai dengan pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai
dengan maknanya bahwasanya pernikahan dianggap sah apabila sudah
sesuai dengan aturan agama masing-masing pemeluknya. Menurut
Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sesuai dengan
agama masing-masing pemeluknya adalah sebuah peristiwa hukum
yang tidak bisa dianulir. Dalam hal tersebut disimpulkan bahwa
perkawinan yang diatur dalam Pasal 4 KHI diterimanya perkawinan
adalah apabila sudah sesuai dengan ajaran agamanya seprti yang
termaktub dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan.!”

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan

perkawinan terdapat dalam pasal 5 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

17 Hazairin, Hukum Keluarga Nasional Cet.2 (Jakarta: Tinta Mas, 1968), 9.
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Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam setiap perkawinan harus dicatat

b. Pencatatan Perkawinan sebagaimana tersebut pada ayar 1
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Mengenai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan
bahwa kehendak nikah harus dicatat hal tersebut sesuai dengan rujukan
dalam penjelasan angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang menjadi pedoman di atas. Maka dari
itu dalam istilah pencatatan perkawinan yang ada pada Pasal 5 ayat (1)
KHI mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban di kalangan
masyarakat yang memeluk agama Islam yang berada di Negara
Indonesia. Setelah itu dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam
membahas tentang pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan dalam
pasal 5 sehingga perkawinan yang sah harus dilaksanakan dihadapan
pegawai pencatat perkawinan agar mendapatkan pengawasan serta

keabsahan.

Menurut aturan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang

menjadi rukun dalam berlangsungnya Perkawinan adalah sebagi

berikut:'®

a. Calon suami

b. Calon istri

18 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzab (Jakarta: Lentera, 2006), 309.



49

c. Dua orang saksi

d. Ijab dan gabul

Sedangkan mengenai Syarat-syarat yang harus terpenuhi

dalam proses pelaksanaan perkawinan adalah:!®

a. Calon sumai, syarat yang harus terpenuhi adalah beragama Islam,
Laki-laki, memiliki identitas yang jelas, memehui persetujuan,

Tidak terdapat halangan menikah.

b. Calon istri, syarat yang harus terpenuhi adalah beragama Islam,
Perempuan sejati, memiliki kejelasan identitasnya, dapat dimintai

peretujuan, tidak terdapat halangan menikah.

c. Wali nikah, syarat yang harus terpenuhi adalah beragama Islam,
cukup umur, memiliki hak perwalian, tidak terdapat halangan

dalam perwalian.

d. Saksi nikah, syarat yang harus terpenuhi adalah minimal terdaapat
dua orang saksi, semua saksi berjenis kelamin laki-laki, beragama
Islam, Memiliki akal yang sehat, dewasa, hadir pada saat proses
ijab qgabul, mampu memahami maksud akad, serta mampu

mendengar dan melihat.

19 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia Cet 6 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 71.
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Pembahasan dalam KHI mengenai Akta kelahiran yang
merupakan syarat wajib dalam pencatatan pernikahan terdapat dalam

Pasal 103 yang merupakan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan
akta kelahiran atau alat bukti lainya.

(2) Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1)
tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan
penetapan tentang asal usul seorang anak setelah
mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-
bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut Ayat
(2), maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam
daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan
akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Melalui pengertian tersebut maka akta kelahiran memiliki
peranan yang penting terutama dalam menjadi penentu usia

masyarakat yang hendak melangsungkan perkwinan.

. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan

Pernikahan

Dalam pencatatan perkawinan Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatata Pernikahan merupakan
pembaharuan Undang-undang yang dilakukan karena Peraturan
Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan pernikahan
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat. sehingga

pemerintah mengeluarkan peraturan yang terbaru yaitu PMA No 20
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Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang isinya sebagai

berikut:2°

a. Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian

peristiwa pernikahan

b. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah
pegawai Negeri sipil yang ditugaskan oleh menteri Agama atau
pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah

masyarakat Islam.

c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat
PPPN adalah pegawai sipil negara atau anggota masyarakat yang
ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa

nikah.

d. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut
SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis

elektronik.

Dalam penerapan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Pernikahan membahas tentang bagaimana syarat serta
ketentan dalam melaksakanan kehendak nikah, terdapat beberapa

syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam melaksanakan

kehendak nikah. dalam pasal 4 angka (1) Huruf b berbunyi

20 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 4.
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Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemohonan
dan melampirkan: Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan
kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.

Dalam pengertian pasal tersebut menjelaskan bahwa
kehendak pendaftaran perkawinan sebelum dicatatkan calon pengantin
harus menyerahkan dokumen berupa akta kelahiran karena dalam
proses pencatatan perkawinan dilakukan pemeriksaan oleh Kepala
KUA/Penghulu/PPN/ LN agar data dapat sesuai.’! Seperti yang
terdapat pada bagian ke 5 (lima) PMA No 20 Tahun 2019 yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan
pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah
Kecamatan/kantor (3) perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah

(3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan
pemeriksaan  terhadap dokumen nikah  dengan
menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk
memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk
menikah.

(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil
pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar
pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami,
calon istri, wali, dan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

2 Alimin dan Euis Nurlaelwati, Potret Administrasi Perkawinan di Indonesia (Ciputat: Omit
Publising, 2013), 5.
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(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak
dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti
dengan cap jempol.??”

Apabila pada saat proses pemeriksaan berkas administrasi
perkawinan ditemukan kekurangan dalam persyaratan kehendak nikah
yang dilakukan oleh calon pengantin seperti yang terdapat dalam pasal
4 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan maka
kehendak nikah tersebut tertolak serta pihak KUA yang ersangkutan di
wilayah domisili calon pengantin memberikan surat penolakan. Seperti
yang terdapat dalam pasal 7 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang

pencatatan pernikahan yakni sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat
halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
perkawinan, kehendak nikah ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri,
dan/atau wali disertai alasan penolakan.

22 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 8.
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C. Syarat Administrasi Pendaftaran Perkawinan dan Pelaksanaan

Perkawinan di Indoensia.

1. Syarat Administrasi Pendafataran Perkawinan

Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
bahwa terdapat beberapa syarat administrasi yang harus terpenuhi
apabila terdapat calon pengantin yang memiliki kehendak pendaftaran
pernikahan di Kantor Urusan Agama. Dalam proses kehendak
pendaftaran perkawinan dikantor urusan agama maka suami atau istri
apabila hendak melakukan pernikahan maka setelah pendaftaran nikah
dilaksanakan harus menunggu 10 hari kerja. Apabila pasangan tersebut
tidak bisa menunggu dalam waktu 10 hari kerja atau terdapat halangan
maka calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan tersebut
wajib mengajukan dispensasi nikah kepada camat. untuk syarat
administrasi yang harus ada dalam pelaksanaan kehendak pendaftaran

nikah adalah sebagai berikut:**

Seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 Bagian
kedua dalam persyaratan Administratif perkawinan adalah sebagai

berikut:?*

23 Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan,
dan Perceraian di Indonesia (Jakarta: Visimedia, 2015), 67.
24 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 3.
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a. Datang ke KUA lalu mengisi formulir pendaftaran yang telah di

sediakan.

b. Membawa surat pengantar dari RT/RW domisili calon pengantin

dengan menyertakan berkas administratif sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menyertakan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan
kelahiran yang dikeluarkan oleh wilayah domisili calon

pengantin.

Menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat resi
keterangan bahwasanya yang bersangkutan sudah berumur 17
Tahun ke atas dan sudah melakukan perekaman Kartu Tanda

Penduduk elektronik.

Menyertakan foto copy Kartu Keluarga.

Menyertakan surat rekomendasi menikah dari KUA bagi calon
pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan di luar

wilayah tempat tinggal terjadinya akad nikah.

Menyertakan Surat persetujuan menikah yang dibuat dan

ditanda tangani oleh calon pengantin.

Menyertakan surat izin tertulis dari orang tua atau wali bagi
calon pengantin yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu)

tahun.
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7) Menyertakan surat izin tertulis bagi calon pengantin seperti
yang terdapat pada Nomor 6 dalam hal ini apabila wali yang
dimaksudkan sudah meninggal dunia dan diambil izin kepada
keluarga kerabat yang masih memiliki hubungan darah

terdekat.

8) Menyertakan surat dai pengadilan apabila dalam hal tersebut

Orang Tua/Wali/Pengampu tidak ada.

9) Menyertakan surat dari Pengadilan apabila calon suami belum
mencapai usia seperti yang terdapat dalam Undang-undang

Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

10) Menyertakan surat izin dari instansi atasan atau yang terkait
apabila calon pengantin adalah anggota dari Tentara Nasional

Indonesia atau dari Kepolisian Republik Indoensia.

11) Menyertakan surat dari pengadilan apabila calon suami hendak

menikah lebih dari satu orang.

12) Menyertakan akta cerai apabila calon pengantin sudah pernah

menikah namun telah bercerai.

13) Menyertakan akta kematian apabila sebelumnya calon
pengantin memiliki pasangan akan tetapi telah meninggal

dunia.
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Apabila persyaratan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tidak terpenuhi
maka selanjutnya dalam pasal 7 peraturan tersebut kehendak
pendaftaran pernikahan otomatis tertolak. Pihak Kantor Urusan Agama
wajib memberikan penolakan kepada calon pengantin apabila tidak
melengkapi berkas pada pasal 4 tersebut terutama perihal berkas
dokumen akta kelahiran, seperti yang terdapat dalam punyi pasal 7
PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sebagai

berikut;

Pasal 7

1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat
halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
perkawinan, kehendak nikah ditolak.

2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri,
dan/atau wali disertai alasan penolakan.

2. Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia
Dalam proses pelaksaan pencatatan perkawinan hingga
sampai dalam tahap terselenggaranya perkawinan terdapat beberapa
tahapan-tahapan yang harus dilalui, dimulai dari persiapan,
pelaksanaan, hingga sampai pada saat pencatatan perkawinan. Dalam

proses pencatatanya yakni adalah sebagai berikut: >

25 Ita Mussarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia...,99-114.
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a. Proses Peminangan

Pada proses peminanagan merupakan langkah awal yang
harus dilaksanakan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan
pernikahan. Dalam peminangan dilakukan terhadap wanita yang
masih perawan atau apabila telah janda maka harus habis masa
iddahnya seperti yang tercantum dalam pasal 12 Kompilasi Hukum
Islam, selain itu terdapat larangan untuk meminang wanita yang
telah di pinang oleh orang lain kecuali peminangan tersebut telah

putus.?®

. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Calon pengantin terutama pihak wanita dapat melakukan
pemberitahuan kepada pegawai pencatatat nikah (ppn) di wilayah
tempat tinggal sekitar domisili yang bersangkutan. Dalam hal
tersebut setidaknya sebelum proses pelaksanaan terjadi kurang
lebih sebelum 10 hari kerja pada saat akad nikah dilaksanakan. Hal
tersebut juga diatur dalam Bab II Pasal 3 Ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam.?” Orang tua atau calon pengantin dalam hal ini
mempunyai hak melakukan pemberitahuan kepada yang
bersangkutan. Pada pemberitahuan tersebut dicantumkan tentang

seputar nama, umur, agama, pekejaan, tempat kediaman calon,

26 Kompilasi Hukum Islam pasal 12.

2 1bid. ..,
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serta disebutkan juga nama suami atau istri sebelumnya apabila

pernah melangsungkan perkawinan.?®

c. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Pemeriksaan kehendak nikah dilaksanakan oleh Pegawai
Pencatat Nikah, Dalam pemeriksaan tersebut bertujuan untuk
meneliti mengenai tentang kelengkapan berkas administratif
perkawinan termasuk kelengkapan akta kelahiran, Kartu tanda
penduduk, Kartu Keluarga seperti yang terdapat dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan Pasal 4 serta untuk mengetahui tentang terdapat atau
tidaknya penghalang dalam pelaksanakan perkawinan menurut

agama Islam.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan
ditulis dalam catatan berita acara pemeriksaan kehendak nikah
setelah itu akan ditandatangani oleh PPN, Penghulu atau pembantu
PPN, calon istri, calon suami serta wali nikah.?® Ketika selesai
dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat pihak yang tidak bisa
bisa melakukan tanda tangan, misalnya adalah wali nikah atau
calon pengantin maka hal tersebut akan digantikan dengan cap

jempol pada tangan kiri.>® Terdapat sejumlah 2 (Dua) rangkap pada

28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2 Ibid., Pasal 9 Ayat 2.

30 Ibid., Pasal 9 Ayat 3.
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surat pemeriksaan dimana surat helai yang pertama diperlukan lalu
disampaikan ke KUA lalu surat helai yang kedua disimpan oleh

petugas pemeriksa yang berkaitan.*!

Jika dalam hal ini calon pengantin dan wali nikah
bertempat tinggal di luar wilayah Kecamatan tempat terjadinya
akad nikah, pemeriksaan bisa dilakukan oleh PPN dalam wilayah
yang bersangkutan.’’ Calon pengantin serta wali apabila telah
dilakukan pemeriksaan oleh yang bersangkutan maka dalam hal ini
hasil pemeriksaan wajib dikirim kepada wilayah tempat
pelaksanaan perkawinan oleh PPN.3* Blangko-blangko tersebut
dalam ditemui dalam lampiran pemeriksaan nikah yang ditetapkan
melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan
Nikah, Akta Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk,
serta Kutipan Buku Pencatatan Rujuk apabila blangko tersebut

telah melalui proses pemeriksaan nikah.
d. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan tersebut telah selesai terpenuhi maka
selanjutnya adalah pengumunan kehendak nikah yang dilakukan

oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).** Pengumuman ini dilakukan

31 Ibid., Pasal 9 Ayat 4.

32 Ibid., Pasal 10 Ayat 1.
33 Ibid., Pasal 10 Ayat 6.
34 Ibid., Pasal 13 Ayat 1.
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di tempat naungan KUA atau tempat domisili tempat calon
pengantin tinggal atau berada di tempat yang mudah dijumpai oleh
orang dan pengumuman tersebut paling tidak pada saat sebelum 10

(Sepuluh) Hari kerja sebelum terlaksanana akad Nikah.?*

Dalam pengumuman kehendak pelaksanaan ini biasanya
terdapat pada tempelan pada Kantor Urusan Agama lalu di
tempatkan pada posisi yang mudah dijumpai karena tujuan pada
pengumuman tersebut adalah memberitahukan kepada publik
bahwasanya yang bersangkutan atas nama tersebut beserta walinya
hendak melaksanakan pernikahan, apabila dalam pengumuman
tersebut dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut tidak
bisa maka pihak calon dapat meminta izin dispensasi melalui

camat di sekitar tempat domisili calon pengantin.
e. Pelaksanaan Pernikahan

Perkawinan dapat terlaksana apabila kehendak nikah
telah diumumkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal
suatu alasan yang sangat penting apabila pernikahan tidak bisa
menunggu dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka
perkawinan tersebut dapat terlaksana apabila pihak catin
mengajukan dispensasi hari kepada pihak Kecamatan.’® Apabila

pihak calon pengantin menginginkan pelaksanaan perkawinan di

35 Ibid., Pasal 13 Ayat 2 dan 3.
3¢ Tbid., Pasal 16 Ayat 1 dan 2.
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tempat luar tempat wilayah KUA maka dapat meminta persetujuan

PPN tempat calon pengantin mendaftarkan kehendak nikahnya.*’

Selanjutnya, pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh wali
nasab, akan tetapi apabila wali nasab tidak mampu melaksanakan
perwalian dapat dilakukan perwakilan wali melalui PPN, penghulu,
pembantu PPN, juga melalui orang lain yang terpenuhi syaratnya.*®
Berdasarkan keputusan pengadilan agama pihak kepala KUA dapat
ditunjuk sebagai wali hakim apabila wali nasab dari calon
pengantin pihak perempuan ini tidak ada, tidak memenuhi syarat,

berhalangan, atau ad}a>I, bisa menggunakan pihak Kepala KUA.*

Dalam hal ini, calon pengantin suami harus hadir pada
saat pelaksanaan akad nikah karena pihak laki-laki harus
memberikan gabul dari ijab dari pihak perempuan, dalam hal ini
apabila berhalangan hadir maka calon suami dapat diwakilkan

melalui orang yang telah memenuhi syarat, yaitu:*°
1) Laki-laki

2) Beragama Islam

3) Baligh, serta cukup umur minimal 19 Tahun

4) Berakal Sehat

37 Ibid., Pasal 21 Ayat 1 dan 2.
38 Ibid., Pasal 18 Ayat 1 dan 3.
39 1bid., Pasal 18 Ayat 4 dan 5.
40 Ibid., Pasal 20 Ayat 1, 2, dan 3.
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5) Merdeka atau bukan budak

6) Mampu berlaku adil

Pada saat sebelum pelaksanaan pernikahan, calon
pengantin dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan syarat
perjanjian tersebut tidak melanggar dalam ketentuan agama
maupun Undang-undang. Dalam perjanjian tersebut bisa ditulis
pada kertas yang telah diberi materai yang berlaku serta dalam

prosesnya pihak PPN ikut menyaksikan dan menyertakan

41

sekurang-kurangnya 2 orang saksi.*’ Dalam pelaksanaan akad

nikah hal yang perlu diketahui adalah siapa serta jabatan apasaja
yang berhak melakukan pencatatan. Karena dalam PMA No. 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan sebagai

berikut:

Pasal 1 Ayat (3) sampai dengan (5)

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat
PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh
Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk
melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.

2. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh
Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri
yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat
Islam di luar negeri.

3. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut
Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan
kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk,

4l Ibid., Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3.
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pengembangan  kepenghuluan, dan  bimbingan
masyarakat Islam.

Terdapat juga beberapa aturan mengenai dampak apabila
suatu pelaksanaan perkawinan yang terjadi namun tanpa berhadapan

langsung dengan pejabat berwenang diantaranya adalah:

1. Perkawinan tidak akan mempunyai kekuatan hukum tetap
apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan Pegawai
Pencatat Pekawinan yang berwenang seperti yang terdapat pada

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Apabila perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai
pencatat perkawinan namun perkawinan tersebut tanpa
membawa paling tidak 2 (dua) orang saksi seperti yang terdapat
dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat diminta
pembatalannya oleh keluarga yang masih memiliki ikatan darah

dengan yang bersangkutan.

3. Dalam Pasal 45 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menjelaskan apabila calon pengantin yang melakukan
perkawinan tapi dengan sengaja tidak mendatangkan saksi pada
pernikahanya maka pihak calon pengantin tersebut dapat
dikenakan denda sebanyak Rp.7.500,-(Tujuh ribu lima ratus

rupiah)
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f. Pencatatan Perkawinan dan Pembuatan Buku Nikah

Ketika PPN selesai mencatatkan pernikahan serta akad
nikah telah dilangsungkan maka pihak yang berwenang
menyimpan berkas dokumen tersebut di KUA setempat dan
pengadilan berupa akta nikah model N rangkap 2 (dua). Ketika
pelaksanan perkawinan terjadi di tempat luar balai nikah maka
pihak PPN yang mengawasinya berhak meminta tanda tangan dari
suami, istri, wali nikah dan saksi yang terdapat pada halaman 4
model NB, kemudian ditanda tangani oleh PPN dan dicatat dalam

akta nikah model N.*

Lalu setelah itu dibuatlah kutipan akta nikah model NA
rangkap dua yang telah diberi kode dan nomor yang sama
menunjukan urutan nomor dalam tahun, bulan, angka romawi serta
tahun oleh PPN. Suami atau istri kemudian menerima kutipan
tersebut. Daftar pemeriksaan nikah dalam model NB, terdapat
tanda tangan PPN serta harus ditandatangani dan diberi nomor akta
nikah yang sama. Pembantu PPN atau penghulu adalah pihak yang
melakukan pemeriksaan serta yang hadir ketika akad nikah sedang
berlangsung, serta melakukan tanda tangan pada kolom nomor 6
dan melakukan pemeriksan pada kolom nomor 5 dan 6. Buku akta

nikah yang telah selesai dikerjakan merupakan akta nikah yang

42 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah (Pedoman PPN) (T.TP., 1991), 11.



66

telah ditandatangani kemudian telah dikirim ke pengadilan agama

tempat wilayah yang bersangkutan oleh PPN.*

Ketika janda atau dua mempelai yang melangsungkan
pernikahan, pengadilan agama dalam hal ini mengeluarkan akta
cerai dengan menggunakan rangkap dua model ND yang
diberitahukan oleh PPN kepada yang bersangkutan. Setelah
memberikan stempel dan tanda tangan yang diterima dari pemberi
tahuan dari pihak Pengadilan Agama dikirim kembali lembar II
tersebut kepada PPN. Berkas pemeriksaan yang telah diperiksa
model NB dari Pengadilan Agama bersama dengan berkas tentang

pendaftaran kehendak nikah kemudian disimpan oleh PPN.

# Ibid., 11.



BAB III

PERTIMBANGAN KEPALA KUA GUNUNG ANYAR SURABAYA
TERKAIT DENGAN TIDAK TERPENUHINYA DOKUMEN AKTA

KELAHIRAN DALAM PENDAFTARAN PERKAWINAN

A. Profil KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

1.

Letak Geografis dan Batas Wilayah KUA Kecamatan Gunung Anyar

Surabaya

Kementerian Agama Republik Indonesia atau disingkat
(Kemenag RI, Dahulu Departemen Agama Republik Indonesia,
disingkat Depag RI) merupakan kementerian dalam negara Indonesia
yang membidangi tentang masalah urusan agama.! Kementerian
Agama Republik Indonesia yang sejak tanggal 22 Oktober 2019

dipimpin oleh Jenderal Purn Fachrul Razi.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gunung Anyar adalah
institusi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Kota
Surabaya yang memiliki tugas serta fungsi untuk melaksanakan tugas
dan fungsi pemerintah dalam bidang pembangunan agama dalam ruang

lingkup Kecamatan, di bidang urusan agama Islam khususnya.

Dalam perjalananya Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung

Anyar berdiri mulai tahun 2002, Kantor Urusan Agama Gunung

! Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

67
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Anyar berdiri karena pemekaran daerah wilayah Kecamatan
Rungkut, yang pada saat itu Kecamatan Rungkut dalam jangkauan
Rungkut, Tenggilis, serta Gunung Anyar. Lokasi Kantor Urusan
Agama Gunung Anyar sendiri berada di ujung timur dan ujung selatan
Kota Surabaya dan berbatasan langsung dengan daerah Sidoarjo.
Wilayah luas Kantor Urusan Agama Gunung Anyar sendiri kurang

lebih adalah 9,71 km?2.!

Secara Geografis sendiri letak dari Kecamatan Gunung Anyar
merupakan daerah pesisir pantai dengan masyarakatnya yang rata-rata
bermata pencaharian sebagai petani ataupun nelayan, serta tergolong
dalam kondisi sosial masyarakatnya yang menengah ke bawah.
Banyak sekali pengembangan infrastruktur yang terjadi mulai dari
pembangunan  apartetemnt, perumahan, atau gedung-gedung
perkantoran modern yang berakibat pada masyarakat Gunung Anyar
secara langsung maupun kondisi siosial, di samping hal tersebut secara
perlahan-lahan bertambah pertumbuhannya serta lebih cepat dalam
mobilitas sosialnya karena terdapat pengaruh urbanisasi sehingga
kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya memiliki problem yang

lebih kompleks.

2. Data Kependudukan dan Keagamaan KUA Gunung Anyar

a. Jumlah Data Umum Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

! Dokumentasi LAKIP KUA Gunung Anyar.
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Adapun jumlah keseluruhan penduduk yang terdapat pada

ruang lingkup Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

dibeberapa kelurahan yang tercatat pada 2019 adalah sebagai

berikut:?
JENIS KELAMIN
N
KELURAHAN PEREMPUA | JUMLA
o LAKI-LAKI
N H
RUNGKUT
1 6882 6776 13658
TENGAH
RUNGKUT
) 6668 7075 13743
MENANGGAL
3 | GUNUNG ANYAR 8325 8277 16602
GUNUNG ANYAR
4 3487 3429 6916
TAMBAK
JUMLAH 25.208 25.357 50.565
Data jumlah penduduk

KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

b. Jumlah Data Peristiwa Nikah, Rujuk, Cerai dan Talak Tahun 2014

s/d 2019

Peristiwa nikah di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota

Surabaya setiap tahunya terdapat peningkatan juga penurunan.

Adapun data nikah dan rujuk yang tercatat pada tahun 2014-2019

adalah sebagai berikut:?

2 Dokumentasi LAKIP KUA Gunung Anyar
3 1bid.,
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NO | TAHUN | NIKAH | RUJUK | TALAK | CERAI
1 2014 287 3 9
2 2015 325 1 6
3 2016 340 3 4
4 2017 318 - -
5 2018 328 8 16
6 2019 333 7 9

Data Usia Terjadinya Nikah
KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya

3. Visi dan Misi Serta Struktur dan Tugas Organisasi KUA Kecamatan

Gunung Anyar

a. Visi dan Misi Kantor Urusan Gunung Anyar

Sesuai dengan fungsinya serta kebutuhanya sebagaimana
diatur dalam KMA No. 18 tahun 1975 pasal 718, jo Keputusan
Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kebutuhan
internal untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, maka visi dan misi Kantor Urusan

Agama Gunung Anyar adalah sebagai berikut:*

*1bid., 16.
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Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar

dalam menjalankan tugas serta fungsinya adalah:

“Profesional dan amanah dalam membina keluarga sakinah”

Adapun penjelasan rincian mengenai dalam pelaksanaan visi

tersebut adalah:

1))

2)

3)

4)

Profesional: Suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang
dilaksanakan atau diambil berdasarkan prinsip-prinsip standar

pelayanan dan hukum yang berlaku.

Amanah: Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh
negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan
berpedoman pada prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan

memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

Membina: Memberikan suatu pelayanan pembinaan, baik
pelayanan administratif, konseling maupun advising kepada
masyarakat secara kontinue dan sistematis untuk mewujudkan

tujuan yang dimaksud.

Keluarga Sakinah: Keluarga yang dibina atas perkawinan yang
sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara
layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara

anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi,
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serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam

nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Dengan penjabaran visi KUA Kecamatan Gunung Anyar
tersebut, maka dibutuhkan kerangka konseptual yang sistematis
serta tersinergi agar tujuan dalam berbagai komponen yang
hendak dicapai dalam visi tersebut terlaksana. Terimplementasinya
kerangka konseptual tersebut terdapat dalam misi KUA Kecamatan

Gunung Anyar, yakni sebagai berikut:’

“Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan
masyarakat secara profesional dan amanah dalam
mewujudkan masyarakat religius, metropolitan dan madani
yang terbangun dari keluarga sakinah

Adapun mengenai pelaksaan serta implementasi dalam misi

tersebut adalah melalui:

1) Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam
pencatatan nikah dan rujuk.

2) Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, zakat,
wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.

3) Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan
masyarakat.

4) Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal,
kemitraan ummat dan hisab rukyat.

5) Pengembangan dan pemberdayaan jama’ah haji.

b. Struktur dan Tugas Organisasi KUA Gunung Anyar

3 Ibid., 17.
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Dalam menjalankan amanat sesuai dengan peraturan
Undang-undang tentang KUA maka terdapat susunan struktur

yakni sebagai berikut:

Kepala KUA

Slamet Riyadi,S.H.,M.Ag

A 4

Fungsional Tertentu Fungsional Umum
l v
Bag. Penyuluh Agama Bag. Administrasi
Mulyasih,S.Ag Aminah Sasmita Rahayu,S.Pd
Muhammad Amari.S.Pd Laily Rozani Amaniah,S.H

Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar untuk saat ini
adalah dijabat oleh Bapak Slamet Riyadi,S.H.,M.Ag. Kepala KUA
Kecamatan memiliki tugas yaitu memimpin Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gunung Anyar; melakukan penyusunan rincian
kegiatan di KUA Kecamatan Gunung Anyar; menentukan
penanggung dan membagi tugas jawab kegiatan; mengarahkan dan
menggerakkan pelaksanaan tugas; memantau jalannya tugas
pelaksanaan bawahan; menyelesaikan persoalan-persoalan serta
menanggapi tugas yang muncul di bidang urusan agama Islam;

mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan baik itu
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khusus maupun umum; mengevaluasi dan megawasi pelaksanaan
tupoksi KUA; melaksanakan tugas koordinasi lembaga-lembaga
keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan
kerjasama dengan instansi terkait; sebagai atasan memiliki
penanggungjawab penggelolaan dana atas pengelolaan di KUA
Kecamatan Gunung Anyar; dalam bidang nikah, rujuk, zakat,
wakaf dan bimbingan ibadah haji mengupayakan optimalisasi

pelayanan.®

Dalam menjalankan tugasnya kepala KUA Kecamatan
Gunung Anyar juga merangkap tugas sebagai penghulu yang
memiliki tugas sebagai menyusun rencana tahunan kepenghuluan
dan kerja operasional; dalam perkara pemberitahuan kehendak
nikah dan rujuk; meneliti keabsahan berkas, memeriksa
persyaratan nikah dan rujuk calon mempelai melalui media dan
walinya serta mengumumkannya; dalam pelaksanaan akad nikah
atau rujuk memimpin dan menetapkan legalitas Akte Nikah serta
menetapkan legalitas hukumnya; mengevaluasi dan memantau
daalam kegiatan kepenghuluan; mempunyai kewenangan bertindak
sebagai Wali Hakim; menerima keputusan dari Pengadilan Agama
serta mencatat peristiwa talak dan cerai; mengirim pemberitahuan
ke Panitera Pengadilan Agama tentang pernikahan / akte cerai/
Penghulu / yang diterima KUA; bertanggungjawab dalam
pelaksanaan dan penyimpanan blanko NTCR serta masalah
administrasi; serta melaksanakan, penyuluhan bimbingan dan

penasehatan perkawinan, keluarga sakinah, =zakat, wakaf,

6 Ibid., 8.
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kemasjidan, labelisasi produk pangan halal serta kemitraan

kesejahteraan ummat.’

Selain sebagai penghulu Kepala KUA Kecamatan Gunung
Anyar juga mengemban amanah sebagai Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) dan merangkap sebagai ketua penanggung
jawab penggelola KUAsa pengguna dana operasional. Sebagai
pejabat pembuat akta ikrar wakaf kepala KUA Kecamatan Gunung
Anyar memiliki tugas yaitu dalam kehendak ikrar wakaf menerima
pemberitahuan; mengesahkan tentang perihal nadzir, mengenai
nadzir kelompok, nadzir perorangan maupun yang memiliki badan
hukum; menyaksikan serta menerima pelaksanaan ikrar wakaf;
menerima pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW); membantu penyelesaian
dalam perselisihan penyertifikatan mengenai tanah wakaf;
melakukan inventarisasi terhadap data tanah wakaf, baik masih
dalam proses di BPN Kota Surabaya maupun yang sudah
bersertifikat; apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan
tanah wakaf ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah
terutama yang berkaitan dengan penyertifikatan tanah; dan
melaksanakan sosialisasi atau bimbingan atau penyuluhan atau

mengenai perwakafan.®

Sedangkan dalam tugas sebagai ketua penanggung jawab
penggelola KUAsa pengguna dana operasional ketua KUA

Kecamatan Gunung Anyar meiliki tugas dalam

"1bid., 9.
8 Ibid., 10.
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pertanggungjawaban  atas  penggunaan  keuangan  seperti
penerimaan serta melakukan penyetoran keuangan dengan
petunjuk  yang  sesuai; terhadap laporan  SPJ  ikut
bertanggungjawab; dan melaksanakan tugas dengan berusaha

sebaik-baiknya sesuai petunjuk peraturan atau yang ada.’

Sedangkan untuk tugas fungsional umum bagian
administrasi KUA  Kecamatan = Gunung Anyar adalah
Mengadministrasikan kegiatan KUA; melayani kebutuhan kantor
yang berkaitan dengan tugas kantor serta diperlukan oleh pimpinan
atau atasan; memberikan pelayanan terhadap kebutuhan surat
menyurat yang berkaitan dengan masyarakat; mengadministrasikan
serta menerima keluar masuk surat-surat; menjalin hubungan baik
dengan instansi vertical, institusi lainnya dan atasan; menulis

register nikah serta disetorkan ke Pengadilan Agama.'®

Selain menjalankan tugas fungsional umum pada bagian
administrasi, fungsional bagian umum juga memiliki tugas sebagai
pembantu dalam proses ikrar masuk islam, penyelesaian
rekomendasi nikah dan mengatur seputar mahram haji; membantu
mencatat serta mengisi dalam buku Register Nikah; memasukkan
serta menginput data nikah melalui Sistem Informasi Manajemen
Nikah Berbasis Web (SIMKAH Web); membantu membuat
laporan tahunan dan bulanan KUA Kecamatan Gunung Anyar;
serta menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan beserta

keamanan kantor.

?Ibid., 11.
10bid., 12.
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Sedangkan untuk tugas fungsional bagian tertentu pada
bagian penyuluhan agama KUA Kecamatan Gunung Anyar
memilik tugas untuk melakukan pengembangan dalam kegiatan
bimbingan atau penyuluhan agama melalui bahasa agama serta
melakukan pembangunan; mengidentifikasi wilayah serta
melakukan pengolahan datam; melakukan penyusun rencana kerja
tahunan; dalam rencana kerja operasional dilakukan penenyusunan;
melakukan peyuluhan terhadap konsep materi lalu melakukan
peyusunan; melaksanakan tatap muka kepada kelompok binaan
serta melakukan penyuluhan atau bimbingan; membuat
penyusunan laporan bimbingan penyuluhan; melakukan tugas
pelaksanaan konsultasi; menjaga kemanan, ketertiban , serta
kebersihan dan kenyamanan kantor; melakukan tugas lain yang
diberikan pimpinan; merencanakan serta menyusun kegiatan
kepenyuluhan dan keagamaan; mencatat surat masuk serta
menerima dokumen yang berkaitan dengan kemasjidan, diniyah

dan wakaf;

Selain itu penyuluh agama KUA Kecamatan Gunung Anyar
juga memiliki tugas yakni menata arsip serta mendistribusikan
surat sesuai dengan disposisinya; melaKUAkn inventaris tehadap
barang milik KUA; melakukan pembendelan terhadap berkas akta
ikrar wakaf dan akta wakaf;, memperbarui data-data tentang
keagamaa dan statistik Kecamatan Gunumg Anyar; membantu
menangani terhadap permohonan pendirian musholla, masjid, TPQ
dan madin dan wakaf, membantu menangani pelayanan

administrasi dalam pendirian musholla, masjid, TPQ dan madin;
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menyusun laporan secara keagamaan dalam berkala kepada
bimbingan masyarakat islam (BIMASISLAM); melakukan
pengajuan BPN untuk dilakukan pengarsipan terhadap buku
register wakaf; membantu memberikan kebutuhan terhadap sarana
penunjang penyuluhan serta pelaksanakan bimbingan; dan
membantu menjalankan pelaksaan tugas khusus yang diberikan

pada KUA.!!

B. Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Kehendak Nikah di KUA

Gunung Anyar Kota Surabaya

Calon pengantin apabila hendak melaksanakan kehendak

perkawinan maka terdapat persyaratan yang harus dipersiapkan termasuk

beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu:'?

Sebelum datang ke kelurahan pasangan calon pengantin mengurus

surat pengantar kehendak nikah pada RT/RW tempat domisili.

Setelah mendapatkan surat pengantar kehendak nikah pada RT/RW
maka calon pengantin menyerahkan surat tersebut pada kelurahan

setempat.

Pada saat sampai di kelurahan calon pengantin mendapatkan surat
pengantar nikah model N1, N2, N4, kemudian surat tersebut dibawa

menuju KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

' Ibid., 13.
12 Ibid., 23.
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4. Apabila pernikahan dilaksanakan di tempat KUA setempat maka tidak
diperlukan surat pengantar nikah keluar KUA. Akan tetapi jika
kehendak nikah dilaksanakan di luar KUA setempat maka diperlukan

surat pengantar keluar nikah.

5. Apabila untuk pernikahan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja,
maka calon pengantin menuju ke kantor Kecamatan untuk mohon
dispensasi nikah karena pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari

kerja.

6. Calon Pengantin membawa serta menyerahkan semua berkas dan
dokumen persyaratan nikah ke kantor KUA Gunung Anyar. Diantara

persyaratan tersebut yakni adalah sebagai berikut:

a. Membawa surat dari kelurahan (N1, N2, dan N4), foto copy ijasah,
Foto copy Kartu Keluarga, foto copy 1jazah terahir, foto copy Akta

Kelahiran.

b. Membawa foto calon pengantin ukuran 3x3 sebanyak 3 lembar
serta membawa foto ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar dengan

baground berwarna biru.

c. Menyertakan surat kesehatan dari PUSKESMAS setempat serta
melakukan IMMUNISASI TT (Tetanus Toxoid) bagi calon
pengantin perempuan dan membawa surat kesehatan bagi calon

pengantin laki-laki.
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d. Membawa surat pernyataan belum pernah menikah bermaterai

6000

e. Membawa surat keterangan wali kelurahan setempat jika tidak

dalam satu Kartu Keluarga

f. Membawa surat ijin dari komandan khusus bagi mereka yang

anggota TNI atau POLRI

g. Membawa surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan jika

pernikahan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.

. Kemudian apabila persyarat pada angka 6 tersebut telah lengkap maka
pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar menanyakan apakah

pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di kantor atau di luar kantor.

a. Apabila pelaksanaan pernikahan dilakukan di dalam KUA
Kecamatan Gunung Anyar maka berkas nikah calon pengantin
dapat diproses dan pendaftaran kehendak nikah tidak dikenakan

biaya.

b. Apabila pelaksaan pernikahan dilakukan di luar KUA Kecamatan
Gunung Anyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak maka calon pengantin dikenakan
biaya sebesar Rp. 600.000,- serta pengantin mendapatkan kode e-

billing yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar.
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Kemudian calon pengantin datang menuju bank yang telah ditujuk
oleh pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar untuk membayar biaya
nikah serta membawa slip e-billing. Setelah selesai membayar lalu
calon pengantin kembali ke KUA Kecamatan Gunung Anyar untuk
melampirkan nota pembayaran dan berkas administrasi perkawinan

pun bisa diproses.

8. Setelah persyaratan tersebut pada angka 6 terpenuhi maka petugas
KUA Kecamatan Gunung Anyar melakukan proses rapak yaitu
merupakan proses pemeriksan nikah dengan menghadirkan wali nikah.
Hal tersebut dilakukan agar mengetahui terdapat halangan atau
tidaknya dalam proses berlangsungnya pernikahan pada calon

pengantin.

9. Kemudian pelaksanaan akad nikah serta penyerahan buku nikah
dilakukan sesuai dengan kesepakat calon pengantin dan pihak KUA

Kecamatan Gunung Anyar.

C. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang

Pendaftaran Perkawinan Tanpa Dokumen Akta Kelahiran

Sebagai masyarakat negara Indonesia yang taat akan hukum ketika
hendak melaksanakan perkawinan maka calon pengantin wajib memenuhi
persyaratan kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Perkawinan yang

sah adalah yang proses serta pelaksanaanya dilakukan serta diawasi oleh
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pihak pegawai KUA setempat.!® Syarat administrasi dalam persyaratan
kehendak nikah diperlukan karena di dalam syarat administrasi tersebut
terdapat data mengenai dokumen calon pengantin yang nantinya
digunakan sebagai dasar pencatatan data pada akta nikah maupun buku
nikah calon pengantin. Dokumen persyaratan dalam pendaftaran kehendak
nikah terdapat pada pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan berkas tersebut salah satunya adalah

akta kelahiran.'4

Ketika terdapat kehendak pendaftaran nikah akan tetapi tidak
memenuhi syarat terutama mengenai masalah berkas pendaftaran
mengenai akta kelahiran misalnya, maka seharusnya kehendak nikah
tersebut tidak dapat diterima. Akan tetapi hal tersebut terjadi sebaliknya
saat penulis melakukan pengamatan di KUA Kecamatan Gunung Anyar
Kota Surabaya. Pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar menerima
serta melakukan kehendak pernikahan pada calon pengantin yang tidak
melengkapi berkas administrasi perkawinan dalam hal ini calon pengantin
tidak memiliki akta kelahiran. Hal tersebut menurut penulis sangat
menarik untuk dilakukan penelitian karena sudah jelas dalam peraturan
perundang-undangan bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai. Penulis juga
ingin mengetahui apa alasan pihak kepala KUA Kecamatan Gunug Anyar
yang tetap menerima kehendak pendaftaran nikah padalal seharusnya hal
tersebut tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

13 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Moderen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, 25.
14 Faiqotun Niswati, Wawancara, Surabaya, 3 September 2020.
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Memang tidak semua pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan
Gunung Anyar Kota Surabaya tanpa kelengkapan berkas administrasi
perkawinan akan tetapi terdapat pendaftaran kehendak nikah di KUA
Kecamatan Gunung Anyar tanpa kelengkapan berkas administrasi
perkawinan terutama dalam hal akta kelahiran. Terdapat beberapa alasan
mengenai pendaftaran kehendak nikah tanpa dokumen akta kelahiran.
Penyebabnya adalah karena kedua orang tua mereka dulu tidak
mencatatkan perikahanya lewat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan tetapi
menikah secara sirri atau pernikahan yang dilakukan di bawah tangan.
Pernyataan tersebut juga dibenarkan Bapak Slamet Riyadi yang
merupakan kepala sekaligus penghulu di KUA Kecamatan Gunung Anyar
Kota Surabaya.!> Dalam hal tersebut tentu membuat anak dari pasangan
suami istri tersebut tidak bisa mengurus serta mempunyai akta kelahiran
karena tidak terdapat bukti otentik pada saat pernikahan yang dilakukan

oleh kedua orang tua mereka.

Bukan cuma itu saja berdasarkan penjelasan bapak Slamet Riyadi
yang pernah bertanya kepada salah satu pengantin yang hendak
melangsungkan kehendak nikah kenapa yang bersangkutan tidak
menyertakan akta kelahiran pada saat melakukan pendaftaran perkawinan
maka terdapat beberapa diantara calon pengantin yang sebenarnya
memiliki akta kelahiran akan tetapi saat hendak melangsungkan kehendak
pendaftaran nikah yang bersangkutan tidak menemukan berkas dokumen
akta kelahiranya. Bisa dibilang akta kelahiran mereka hilang dan pada saat
dibutuhkan kembali serta harus mengurusnya ulang yang bersangkutan

merasa tidak tau caranya serta dirasa sangat susah. Terkadang juga

15 Slamet Riyadi, Wawancara, Surabaya, 3 September 2020
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terdapat masalah dalam penulisan akta kelahiran misalnya itu kesalahan
pada penulisan tanggal lahir, nama, maupun wali sering didapati dan
ditemukan pada akta kelahiran. Hal ini tentu membuat yang bersangkutan
merasa keberatan karena dalam prosedurnya baik itu pembuatan maupun
dalam merubah akta kelahiran sangat rumit serta memerlukan waktu yang

lama.'®

Dalam prosedur yang memakan waktu tersebut apabila kehendak
pendaftaran nikah ditolak oleh pihak kepala KUA Kecamatan Gunung
Anyar maka terselenggarakanya pernikahan bagi calon pengantin akan
semakin lama serta memerlukan waktu yang panjang apabila calon
pengantin dalam hal kelengkapan dokumen akta kelahiran harus
mengurusnya ulang, baik itu membuat maupun merubah pada kutipan
nama, tanggal lahir serta nama wali yang salah. Belum lagi pada masa
pandemi covid-19 tersebut semua alur pelayanan operasional prosedur
tidak maksimal serta memerlukan proses yang tidak sebentar. Mengetahui
hal tersebut pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar juga para staf
yang bersangkutan tetap menerima kehendak pendafatran nikah serta tetap
melangsungkan kehendak nikah bagi calon pengantin dengan syarat yang
bersangkutan masih memiliki dokumen pelengkap lainnya. Seperti
misalnya dokumen Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Pengenal
(KTP) serta dokumen yang berkaitan dengan data diri calon pengantin
yaitu [jazah yang tentunya di dalamnya terdapat data mengenai calon
pengantin. Juga yang terpenting calon pengantin masih bisa menyertakan
berkas dokumen yang paling pokok yaitu N1, N2, serta N4 yang menjadi

dokumen penting pada saa calon pengantin hendak melakukan pendaftaran

16 Slamet Riyadi, Wawancara, Surabaya, 3 September 2020
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kehendak nikah. Menurut beliau yakni Bapak Slamet Riyadi hal tersebut

bukalah masalah karena masih terdapat dokumen lainya.!”

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh pihak staf KUA
Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang beranggapan bahwa
berkas dokumen akta kelahiran adalah merupakan dokumen penunjang
saja dan tidak berpengaruh pada keabsahan proses akad dalam
perkawinan. Apabila calon pengantin yang hendak melangsungkan
perkawinan tidak memiliki dokumen akta kelahiran atau tidak memiliki
surat tanda lahir bahkan memiliki akta kelahiran namun terdapat kesalahan
dalam penulisan nama, tanggal lahir maupun nama wali maka pihak
kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar meminta berkas dokumen lainya
seperti Kartu Keluarga (KK), [jazah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)
untuk dijadikan sebagai pedoman penulisan pencatatan pada akta nikah
maupun buku nikah calon pengantin. Berbeda lagi apabila pada saat
pendaftaran kehendak yang bersangkutan adalah janda atau duda namun
pada saat hendak melakukan pendaftaran nikah yang bersangkutan tidak
bisa menunjukan surat cerai apabila dia cerai pengadilan dan surat cerai

meninggal apabila yang bersangkutan cerai meninggal dunia.'®

Dalam hal ini maksud dari pihak kepala KUA Kecamatan Gunung
Anyar adalah tidak ingin mempersulit jalanya kehendak nikah pada calon
pengantin hanya karena tidak memiliki dokumen berupa akta kelahiran
karena dokumen akta kelahiran menurut pithak KUA Kecamatan Gunung
Anyar merupakan dokumen penunjang dan bisa digantikan oleh dokumen

lainya yang menyangkut data pada calon pengantin. Namun pihak KUA

17 Slamet Riyadi, Wawancara, Surabaya, 3 September 2020
18 Faiqotun Niswati, Wawancara, Surabaya, 3 September 2020



86

Kecamatan Gunung Anyar tetap mengupayakan adanya kelengkapan
berkas dokumen berupa akta kelahiran tersebut. Jika memang tidak
terdapat dokumen akta kelahiran pada calon pengantin maka pihak KUA
Kecamatan Gunung Anyar tidak menolak atau mengharuskan harus ada
selama masih terdapat dokumen penunjang lainnya seperti Kartu Keluarga
(KK), Ijazah serta Kartu Tanda Penduduk serta yang paling utama adalah
berkas N1, N2 dan N4.



BAB IV

PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN KEPALA KUA
GUNUNG ANYAR TENTANG PENDAFTARAN PERKAWINAN TANPA
DOKUMEN AKTA KELAHIRAN

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota
Surabaya terhadap Pendaftaran Perkawinan tanpa Dokumen Akta

Kelahiran

Syarat administrasi dalam perkawinan adalah ketentuan tentang
kelengkapan dokumen persyaratan yang harus ada dalam pelaksanaan
pendafataran perkawinan. Persyaratan tersebut memiliki tujuan untuk
mengetahui data seputar calon pengantin. Misalnya adalah dokumen akta
kelahiran, dimana akta kelahiran mempunyai peranan untuk mengetahui
tentang data kelahiran calon pengantin, nama wali nikah, serta hal yang
berkaitan dengan calon pengantin. Kehadiran akta kelahiran dalam
persyaratan pendaftaran kehendak perkawinan seperti yang penulis
sebutkan sebelumnya, terutama untuk mengetahui siapa sebenarnya nama
wali dari calon pengantin tersebut. Hal tersebut tentunya sangat berguna
dalam menentukan siapa wali nikah dalam perkawinan tersebut apalagi

untuk calon pengantin perempuan.

Apabila terdapat kehendak pendafaran perkawinan pihak calon
pengantin tidak terdapat berkas dokumen akta kelahiran juga akan
kesulitan untuk mengetahui berapa usia calon pengantin tersebut. Akan
tetapi usia manusia pada zaman ini tidak hanya ditentukan pada akta

kelahiran saja, namun bisa juga dilihat berdasarkan dokumen penunjang
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lainya seperti misalnya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP) serta Ijazah. Penulis kurang setuju terhadap pertimbangan yang
dilakukan oleh pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota
Surabaya tentang pemberian kemudahan dalam pendaftaran perkawinan
tanpa menyertakan dokumen akta kelahiran karena penulis menganggap
seharusnya masih terdapat cara yang harus diusahakan oleh calon

pengantin dengan upaya mendapatkan dokumen akta tersebut.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) apabila ingin mengetahui tentang masalah usia
memang tidak hanya berpatokan pada akta kelahiran saja, namun terdapat
dokumen penunjang lainnya. Pada saat menentukan usia serta wali dalam
pendaftaran nikah serta pencatatan perkawinananya juga tidak hanya
menggunakan patokan akta kelahiran saja karena apabila terdapat
kesalahan dalam penulisan akta kelahiran atau mereka yang tidak
mempunyai akta kelahiran akan tertunda niat baiknya untuk
melangsungkan pernikahan. Juga ketika mereka hendak merubah akta
kelahiran atau mengurus akta kelahiranya di musim pandemi covid-19 ini
tentu memerlukan waktu yang lama, karena pelayanan yang terbatas
membuat penanganan tersebut tidak mudah. Namun apabila kehendak
nikah calon pengantin tersebut tidak disegerakan hanya karena tidak
memiliki akta kelahiran maka dikawatirkan terjadi hal yang tidak

diinginkan pada pasangan calon pengantin.

Penulis kurang setuju terhadap pertimbangan kepala KUA
Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dalam menerima berkas
administrasi perkawinan tanpa kelengkapan dokumen berupa akta

kelahiran. Meskipun akta kelahiran sendiri adalah dokumen pelengkap
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saja namun dokumen tersebut harus ada dalam kehendak pendaftaran
nikah, jika memang terpaksa dan benar-benar tidak ditemukan dokumen
akta kelahiran dalam kehendak pendaftaran perkawinan maka calon
pengantin juga dapat menggunakan patokan dokumen surat tanda lahir
yang dikeluarkan oleh pihak kepala desa setempat. Meskipun calon
pengantin juga dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai patokan
usia dalam pencatatan perkawinan karena di dalam Kartu Keluarga (KK)
yang terdapat data mengenai usia calon pengantin. [jasah serta Kartu
Tanda Penduduk (KTP) di sini juga bisa digunakan sebagai alat dalam
patokan pencatatan perkawinan karena pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)
maupun dalam berkas dokumen Ijazah juga terdapat identitas yang
berkaitan dengan usia serta biodata calon pengantin jadi bisa dijadikan
sebagai patokan dalam pencatatan perkawinan. Tetapi pihak KUA
Kecamatan Gunung Anyar juga harus memberikan pelayan yang
profesional seperti yang terdapat dalam misinya yang berbunyi sebagai
berikut ”Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan
nikah dan rujuk” yang harapkanya adalah lebih menjunjung nilai

keprofesionalanya.

Pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar dalam hal ini tidak
ingin mempersulit kehendak pendaftaran nikah maupun mempersulit
dalam hal pernikahan. Penulis juga kurang setuju akan hal tersebut, karena
meskipun calon pengantin terdapat dokumen penunjang serta pelengkap
lainya seperti Kartu Keluarga (KK), Ijazah serta berkas N1, N2, dan N4
dari kelurahan maka kehendak pendafatran serta pernikahan tersebut tetap
bisa terlaksanaakan tetapi diusakan harus ada karena disini akta kelahiran

memiliki peran yang penting dalam dokumen pelengkap perkawinan.
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Tetapi jika pihak calon pengantin tidak mampu meyertakan dokumen akta
kelahiran maka dokumen penting lainya seperti Kartu Keluarga (KK),
Ijazah, serta berkas N1, N2, dan N4 dalam kehendak pendafatran nikah
harus ada agar kehendak pendaftaran perkawinan tersebut tidak tertolak.
Karena pada berkas dokumen yang terdapat dalam Kartu Keluarga, [jazah,
KTP serta N1, N2, dan N4 dalam hal ini adalah mewakili biodata calon

pengantin yang bersangkutan mulai dari usia, nama lengkap serta wali.

Seperti sebelumnya dalam hal ini penulis kurang setuju terhadap
pertimbangan kepala KUA beserta staf Kecamatan Gunung Anyar
Surabaya terkait dengan mempermudahnya pendafatran kehendak
pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang tidak memiliki
dokumen akta kelahiran, karena meskipun calon pengantin masih memiliki
berkas penunjang lainya maka kehendak pernikahan seharusnya tertolak.
Hal tersebut karena dihawatirkan masyarakat memandang pihak KUA
Kecamatan Gunung Anyar meremehkan serta tidak profesional terutama
tentang syarat administrasi perkawinan, meskipun pihak kepala KUA
Kecamatan Gunung Anyar hanya memberikan kemudahan saja karena
pada dasarnya peraturan dan sistem yang berlaku tersebut tujuannya
adalah untuk mempermudah serta memberikan rasa nyaman bagi umat
manusia. Bukan sebaliknya yaitu mempersulit urusan umat manusia yang
hendak melaksanakan kebaikan yakni dalam bentuk ibadah perkawinan.
Karena hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi sebagai

berikut:!

19535 N 15255, 5eadYs | e dBale 5 ale W Lo o e, ella o T 0

! Shahih Bukhari, dalam https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/, (3 Desember 2020).
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Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berilah
kemudahan dan jangan kalian mempersulit, berilah berita gembira
dan jangan kalian menakut-nakuti.” (H.R. Bukhari, No: 69)

Makna pengertian hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi
Muhammad SAW sangat mencintai serta mengutamakan kemudahan dan
keringanan dalam suatu persoalan selama dalam mengambil keputusan
tersebut memiliki kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan sesuai
dengan tujuan-tujuan syariat (magqashid al-syariah) serta dapat
memberikan manfaat maka hal tersebut sangat di anjurkan oleh Nabi
Muhammad. Hal tersebut juga apabila terdapat kriteria serta kondisi yang

memungkinkan harus mengambil langkah putusan tersebut yaitu:?

1. Hendaklah pendapat tersebut lebih cocok serta sesuai dengan kondisi

kehidupan umat manusia di masa sekarang.

2. Hendaklah pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat kepada umat

manusia.

3. Hendaklah pendapat tersebut lebih mendekati dengan ‘“kemudahan”

yang telah diberikan oleh syara’.

4. Hendaklah pendapat tersebut lebih utama dalam merealisir maksud-
maksud syara’, mashlahat makhluk dan berusaha untuk

menghindarkan kerusakan dari manusia.

Berbeda lagi apabila kehendak pendaftaran pernikahan tersebut

dilakukan oleh calon pengantin yang berstatus janda atau duda. Dalam hal

2 Yusuf al-Qaradhawi, Al-ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah ma’a Nazharat Tahlilivah fi al-Ijtihad
al-Mu’ashir, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1417 H/1996 M), hlm. 115.
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ini calon pengantin duda atau janda tersebut cerai di pengadilan serta tidak
bisa menunjukan surat cerai yang diberikan oleh pengadilan dengan
berbagai alasan, misalnya akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan
tersebut hilang, rusak dan lain sebagainya. Maka dalam hal tersebut pihak
calon pengantin harus mengurus surat tersebut karena hal itu sangatlah
pokok serta penting. Juga apabila terdapat janda atau duda dalam hal ini
cerai karena pasanganya meninggal dunia, namun yang bersangkutan tidak
bisa menunjukan surat kematian bagi pasanganya. Maka dalam hal ini
pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar wajib hukumnya untuk
menolak kehendak pasangan tersebut apabila tidak bisa menyertakan bukti
akta cerai meninggal tersebut. Dalam hal ini calon pengantin yang
berstatus duda atau janda yang pasanganya cerai karena meninggal harus
mengurus surat tersebut serta apabila calon pengantin yang berstatus cerai
meninggal tersebut tidak bisa menunjukan surat keterangan bahwa
pasangan sebelumnya telah meninggal dunia maka kehendak pendaftaran
nikah wajib tertolak dan calon pengantin wajib mengurusnya sebelum

melakukan kehendak pendaftaran pernikahan.

. Analisis Yuridis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung
Anyar Kota Surabaya terhadap Pendaftaran Perkawinan tanpa

Dokumen Akta Kelahiran.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 tentang kehendak nikah
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Pencatatan Pernikahan yang menjelaskan bahwa persyaratan administrasi
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perkawinan adalah merupakan sebuah dokumen pernikahan yang harus
dipenuhi saat hendak melangsungkan perkawinan dan salah satu syarat
diantaranya adalah terdapat akta kelahiran. Seperti yang penulis jelaskan
sebelumnya akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen yang berisi tentang
usia serta terdapat data tentang wali nikah yang dibutuhkan oleh calon
pengantin apabila hendak melangsungkan perkawinan. Serta pernikahan
yang sah adalah pernikahan yang dilangsungkan serta diawasi oleh pihak
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti halnya yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan j.o Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Sebelum terlaksananya kehendak perkawinan calon pengantin harus
melengkapi berkas-berkas administrasi perkawinan. Terdapat beberapa
berkas diantaranya adalah Kartu Keluarga, I[jazah dan akta kelahiran.
Fungsi daripada akta kelahiran sendiri adalah merupakan dokumen yang
berisi tentang data calon pengantin mengenai wali serta berisi tentang
tanggal lahir yang menentukan berapa usia calon pengantin apabila hendak
melangsungkan perkawinan. Seperti yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6

(2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai,
jika tidak ada maka dapat dipergunakan surat keterangan yang
menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan
oleh kepala desa atau lurah.”

Peraturan tersebut berisi tentang penjelasan mengenai akta kelahiran
yang apabila tidak menemukan akta kelahiran maka bisa menggunakan
surat yang menyatakan asal usul serta usia calon pengantin yang dibuat di
kantor kepala desa setempat sehingga apabila tidak menemukan akta bisa
menggunakan hal tersebut. Melihat pada peraturan tersebut penulis kurang
setuju kepada pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar yang
menerima berkas pendaftaran perkawinan dengan alasan tidak ingin
mempersulit calon pengantin dalam hal pendaftaran kehendak nikah akan
tetapi seharusnya pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar seharusnya
mengarahkan calon pengantin yang hendak melakukan pendaftaran nikah
untuk mengurus surat kelahiran atau akta tersebut tersebut seperti yang
terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yakni berupaya dalam mengurus surat tanda lahir

bagi calon pengantin.

Mengenai menentukan usia calon pengantin penulis kurang setuju

terhadap pendapat kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar yang memakai
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Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah dalam
menentukan usia calon pengantin karena penulis beranggapan akta
kelahiran di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan
usia juga asal usul calon pengantin. Seperti yang terdapat dalam pasal 103
Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang syarat akta kelahiran
yang harus ada dalam kehendak pendaftaran nikah. Seharusnya pihak
kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar kembali mempertimbangkan
terhadap pemberian kemudahan dalam pendaftaran kehendak nikah tanpa
dokumen kelahiran, karena seharusnya pihak kepala KUA Kecamatan
Gunung Anyar mengarahkan apakah yang bersangkutan bersedia untuk
mengurus tentang akta kelahiran yang bersangkutan ke Pengadilan Agama
supaya dapat dibuktikan bahwa calon pengantin yang hendak
melangsungkan pernikahan adalah benar-benar lahir pada saat seperti yang
tertulis pada dokumen penunjang lainya seperti Kartu Keluarga (KK) atau
telah berusia sesuai dengan umur yang bersangkutan telah pada masa
baligh. Hal tersebut tentu sesuai dengan pasal 103 angka (2) Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(2) Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1) tidak
ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan
tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan
yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Pada aturan tersebut menjelaskan tentang apabila akta kelahiran
atau alat bukti tentang asal usul yang bersangkutan tidak ada maka apabila

hendak melangsungkan pernikahan harus mengurus terlebih dahulu karena
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dari putusan pengadilan tersebut nantinya akan mendapat kepastian hukum
yang kuat serta menjelaskan tentang asal usul yang bersangkutan yakni

calon pengantin.

Pada saat pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar dalam
memberikan kemudahan dalam kehendak pendaftaran nikah tanpa
kelengkapan dokumen akta kelahiran serta menganggap bahwasanya akta
kelahiran merupakan dokumen pelengkap saja dalam hal ini penulis
kurang setuju. Meskipun apabila tidak terdapat akta kelahiran dalam
kehendak pendaftaran nikah maka calon pengantin bisa menggunakan
Kartu Keluarga (KK) atau I[jazah dalam patokan pencatatan perkawinanya
karena akta kelahiran merupakan dokumen yang penting. Meskipun calon
pengantin membawa berkas dokumen berupa N1, N2, dan N4 serta Kartu
Keluarga maka pendaftaran kehendak nikah dapat terlaksana akan tetapi
lebih baik disuruh untuk melengkapi dokumen tersebut terlebih dahulu
sebelum pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan. Akta kelahiran
walaupun merupakan dokumen penunjang saja akan tetapi jika tidak ada
maka kehendak pendaftaran nikah seharusnya akan tertunda bisa juga
tertolak. Pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya
harapan penulis lebih meninjau Kembali karena dalam pasal 4 tentang
persyaratan administratif angka 1 huruf b Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 4

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan
melampirkan:

b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang
dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
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Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya apabila terdapat
kehendak pendaftaran nikah yang dilakukan oleh calon pengantin maka
yang bersangkutan harus menyertakan akta kelahiran sebagai berkas
dokumen yang harus terpenuhi. Setelah berkas pendaftaran kehendak
nikah yang dibutuhkan oleh calon pengantin termasuk di dalamnya
terdapat akta kelahiran maka dokumen tersebut akan diperiksa oleh Kepala
KUA Kecamatan Gunung Anyar. Seharusnya dalam pememeriksaan
dokumen pendaftaran nikah tersebut apabila terdapat kekurangan seperti
yang terdapat pada pasal 4 tentang persyaratan administratif perkawinan
maka kehendak perkawinan tersebut misalnya sesuai yang penulis teliti
yakni tanpa adanya akta kelahiran dalam kehendak nikahnya maka
seharusnya ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar. seperti
yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) PMA No 20 Tahun 2019 Tentang

Pencatatan Pernikahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk
menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah
ditolak.

Pada saat memberikan penolakan tersebut pihak kepala KUA
Kecamatan Gunung Anyar akan memberikan surat penolakan yang
nantinya surat tersebut akan digunakan sebagai dasar pihak catin untuk
mengajukan surat keterangan lahir ataupun mengurus akta kelahiran yang

dibutuhkan oleh calon pengantin tersebut agar bisa digunakan untuk
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mengurus kehendak nikah. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2)
tentang penolakan kehendak nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(2) Kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan
penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada calon suami, calon istri, dan/wali disertai alasan
penolakan

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat kehendak
nikah yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin akan tetapi tidak bisa
menyertakan kelengkapan dokumen yang terdapat pada pasal 4 PMA No
20 Tahun 2019 Tentang pencatatan Pernikahan salah satunya adalah akta
kelahiran maka pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar seharusnya
tidak langsung menerima berkas akan tetapi bisa langsung menolak
dengan cara memberikan surat penolakan tertulis kepada calon pengantin.
Surat penolakan secara tertulis tersebut berguna untuk tujuan calon
pengantin apabila hendak melakukan pengurusan dalam hal akta kelahiran
atau mengenai tentang dokumen yang diperlukan oleh calon pengantin.
Memang pada saat pihak kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar
memberikan pertimbangan terkait dengan kelengkapan berkas dokumen
pendaftaran pernikahan karena pada saat penulis melakukan pengamatan
tersebut Negara Indonesia terutama Kota Surabaya sedang dilanda
pandemi Covid-19 yang mengakibatkan prosedur pelayanan disemua

sektor pemerintahan menjadi tidak maksimal akan tetapi pihak KUA
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Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya juga harus tetap memperhatikan
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dalam mengambil

keputusan terutama dalam hal pendaftaran kehendak nikah.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian serta mengulas kebijakan yang
dilakukan oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar tentang pendaftaran
kehendak nikah tanpa kelengkapan berkas administratif perkawinan yakni
berupa kekurangan mengenai akta kelahiran maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar membuat pertimbangan
dengan tetap melangsungkan pendaftaran kehendak nikah tanpa
kelengkapan dokumen berupa akta kelahiran dengan alasan untuk
mempermudah calon pengantin. Hal tersebut seperti yang dijelaskan
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi SAW
yang artinya, beliau bersabda: “Berilah kemudahan dan jangan kalian
mempersulit, berilah berita gembira dan jangan kalian menakut-nakuti.”
Pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dalam hal ini juga
menganggap bahwa akta kelahiran merupakan dokumen pelengkap saja
karena selama terdapat dokumen penunjang lainya berupa KK (Kartu
Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Ijazah serta berkas N1,

N2 dan N4.

2. Apabila ditinjau dalam perspektif yuridis alasan pihak Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar dalam mengambil kebijakan
100
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tentang pendaftaran kehendak nikah tanpa kelengkapan adimistrasi
berupa akta kelahiran memang tidak sesuai dengan Pasal 4 PMA No 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yakni kehendak pernikahan
harus terdapat kelengkapan dokumen akta kelahiran. Selanjutnya sesuai
dengan pasal 7 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan maka pihak KUA Gunung Anyar berhak memberikan
penolakan dengan memberikan surat secara tertulis kepada calon
pengantin yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi berupa akta

kelahiran ataupun berkas administrasi lainnya.

B. Saran

Melihat pejelasan pada penelitian yang penulis sampaikan di atas,

maka terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan dalam rujukan tersebut

yaitu:

1.

Terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh menteri agama atau yang
disebut dengan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan yang mengatur tentang syarat administratif apabila hendak
melangsungkan perkawinan yaitu salah satunya akta kelahiran. Hal
tersebut terdapat pada Pasal 4 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang

Pencatatan Pernikahan.

Hendaknya masyarakat ketika akan melangsungkan kehendak nikah
sudah sepatutnya untuk melengkapi berkas administrasi yang

diperlukan terutama dokumen akta kelahiran karena akta kelahiran
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memiliki peranan yang penting terutama untuk mengetahui asal-usul

calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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